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ABSTAKSI

Salah satu faktor yang mempercepat era ^obalisasi adalah teIcnol(^

telekomunikasL Peikembangan yang pesat di bidang telekcnnunikasi dapat mengatasi

kendala ruang dan waktu yang sangat dirasakan manfiiatnya ba@ peikembangan

perekonomian dimia. Teknologi telekomunikasi memungkinkan para pengusaha di

SQgala penjuru dunia melakukan transaksi dalam beberapa detik.

Jasa telekomunikasi sebagai k^iatan jasa yang melipud jasa pemancaran,

pengjiiman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan infnrmasi AsAam

bentuk apapun yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat

Menyadari pesatnya perkembapgan dunia usaha dan teknologi telekomunikasi

lAI menerbitkan PSAK No.3S yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Tujuan utama

diterbitkannya PSAK No. 35 adalah untuk menyetagamkan periakuan akuntansi

perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia, mengatasi kelemahan atau kekurangan

standar akuntansi keuangan umum yang belum diter^kan oleh perusahaan jasa

telekohnunikasi, dan mengakomodasi peikembangan teknolo^ dan kegjatan usaha jasa

telekomunikasi, sehingga ke^tan telekomunikasi tidak tertm^al. Sebagai upaya

pelaksanaan PSAK No. 35 dikehiarkan Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom

No. KR.d/KU-710/KUG-33/95 menggantikan pedoman akuntansi keuangan

No. KD 3483/KU00/KUG-20/89 dan Keputusan Direksi lainnya.



Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 mengelompokan pendapatan

jaaa telekomunikasi menjadt tiga jenis peogakuan pendapatan yaitu pengakuan

pendapatan jasa telekomunikasi yang dilakasanakan sendiri, pengakuan pendapatan jasa

telekomunikasi intericoneksi dan pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang

dilaksanakan melahii kegasama dengan investor. Pengelompokan jenis jasa teisebut

didasaikan atas aktivitas atau sumber pend^tam^a, bukan beidasaikan jenis

pelayanan yang disediakan PT TeOcom.

Dengan adanya ketentuan bagi perusahaan jasa telekomunikasi dalam

pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi dihan^kan tujuan kualitatif k^ian

keuangan dapat tercapai. Sebagai contoh yaitu tujuan kualitatifdaya banding".

PSAK No. 35 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan

kebijakan akuntansi perusahaan. Mesk^un salah satu dari konsep dasar akuntansi

adalah kewajiban perusahaan untuk mencatat setiap transaksi atas dasar akrual, namun

tidak semuanya harus mengacu pada asumsi dasar tersebut Tetapi hams disesuaikan

teihadap hakekat transakin dan realitas kgadiatQra. Seperti untuk pengakuan

pend«q)atan pada telepon umum koin dan kartu. Untuk telepon umum kartu penjualan

kartu telepon sudah diakui sebehim jasa diberikan kepada pelanggan.

Adanya interictmeksi menyebabkan timbulnya masalah akuntansi terutama

dalam penentuan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasilkan bersama

oleh beberapa penyelenggara yang meliputi kapan pendapatan harus dicatat atau diakui

dimana letak titik interkoneksi yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban

masing-masing pihak penyelenggara, serta dasar apa pengukuran pendapatan dan



perlakuan akuntansi atas pendapatan inteikoneksi. Pengakuan pendapatan interkoneksi

diakui atas dasar taxif interkoneksi

Pendapatan kegasama berasal daii peoyediaan sarana dan pengoperasian diakui

pada saat infonnasi diperoleh sebesar yang meiyadi hak perusahaan sesuai dengan

peganjian kontraktuakya.

Pendapatan yang diperoleh daii kegiatan pengelolaan telekomunikasi, seperti

yang dilaporkan dalam peihitungan l^a rugi sebelum dan sessudah diterbitkannya

PSAK No. 35 dikelompokan menjadi pen(h^»atan telepon, telepon selular, telex dan

telegram, dan siikit sewa.

Danq>ak penibahan yang signifikan daii penerapan PSAK No. 35 dan Surat

Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710yKUG-33/95 teihadap

peiQriyian l^xnan keuangan Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai beiikut:

a. Sebelum tahun 1^5 bentuk pei^ajian laporan keuangan PT Telkom khususnya

urutan pos-pos neraca disusun mulat dari aktiva yang mempunyai umur elcnnnmis

yang teipaiyang (piling tidak likuid) kemudian penyusul penguraian aktiva lancar

(paling likuid), sejak tahun 1995 pei^ajian neiaca teisebut diubah bentuk

peiyajiaimya menjadi susunan neraca sebagaimana diwajibkan Standar Akuntansi

Keuangan yahu aktiva lancar terlebih dahulu bani kemudian aktiva tetap.

b. Pendapaatn jasa telekomunikasi dikelompokan menjadi tiga jems jasa yaitu jasa

telekomunikasi yang dilaksanakan sendui, jasa telekomunikasi inteikoneksi, dan jasa

telekomunikasi kegasama dengan investor. Namun jasa telekomunikasi yang

dihasilkan dari ketiga jenis jasa tersebut adalah sama yaitu jasa telepon.

ni



telqK>n selular, telex dan telegram, dan sirldt sewa. Dengan demikian tata cara

pengakuan pendapatan untuk jenis jasa tersebut antara pedoman akuntansi yang

lama dan PSAK No. 3S tidak banyak mengalami penibahan yang mendasar atau

tidak beipenganih teiliadap laba yang ditahan tahun-tahun sebehunnya.

c. Pengaruh penerapan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan

PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/9S teifaadap penyajian pos laba ru^ antara

lain terdapat beberapa pos pend^tan tambahan sehubungan dengan perkembangan

pelayanan jasa telekomunikasi sepeiti pendapatan yang berasal dari intedconeksi dan

keijasama dengan investor.

tv
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu faktor yang menqiercepat era ̂ obalisasi adalah beikembangnya

teknologi telekomunikasL Petkembangan yaiig pesat dibidang teknolqgi

telekomomkasi dapat mengatasi kendala ruang dan waktu yang sangat diiasakan

manfaatnya bagi peikembangan perekonomian dunia. Teknologi telekomunikasi

memungkinkan para pengusaha di segala penjuru dunia melakukan transaksi Haiam

beberapa detik.

Setiap hubungan komunikasi senantiasa melibatkan inteikoneksi jaringan

telekomunikasi yang ada yaitu antara jaringan satu penyelenggara dengan jaiingan

dari beberapa penyelenggara lain, baik di dalam maupun luar negeri. Ditinjau

dari se^ akuntansi, interkoneksi tersebut menyebabkan timbulnya nifl-«ialah

tenitama dalam hal penentuan atau pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi

yang dihasilkan bersama oleh beberapa penyelenggara.

Permasalahan tersebut semakin terasa setelah Pemerintah melakukan

deregulasi dibidang telekomunikasi melahii penetapan Uhdang-Undang

No. 3 tahun 1989. Dalam Undang-Undang tersebut diatur antara lain moigenai

keteilibatan investor dalam bisnis telekomunikasi melalui berbagai bentuk

keijasama antar penyelenggara jasa telekomunikasi Kemudian memuut Peraturan

Pemerintah No. 25 tahun 1991 dan No. 77 tahun 1991 memungkinkan



berdirii^a berbagai penyelenggara jasa telekomunikasi sqierti Waitel, Indolink,

Nokia, Nusapages, dan penisahaan-penisahaan telekomunikasi lain yang ada di

Indonesia dan semua petQrelenggaia jasa telekomunikasi tersebut hanis

bek^'asama dengan PT Telkom. Bentuk kegasama antara PT Telkom dengan

penyelenggra lain berupa Ke^asama Operasi (KSOX baik dalam bentuk

penyelenggaiaan sarana telekomunikasi yang telah tersedia maupun yang belom

tersedia. Dari segi pengakuan dan pengukuran pendapatan serta pencatatan akiiva,

bentuk keijasama tersebut menimbulkan peiiakuan khusus, karena ditet^kannya

sistem Pola Bagi Hasil (PBH).

Dengan semakin bai^aki^a peiQrelenggara jasa telekomunikasi dan semakin

pesatnya peikembangan teknolo^ telekomunikasi, maka dipeitukan adanya sistem

untuk standarisasi pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi Standar akuntansi

keuangan umum dirasakan belum cukup menampung masalah inl Oleh karena itu

pada tanggal 7 September 1994, lAI meneibidcan Pemyataan Standard Akuntansi

Keuangan No. 35 tentang Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi

Dalam Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.SS tersebut

diatur mengenai pengakuan pendapatan atas jasa telekomunikasi berdasaikan

sumber pendapatannya yaitu pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan

sendiii, jasa telekomunikasi interkoneksi dan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan

dengan keQasama dengan investor.

Berkenaan dengan di terbitkannya PSAK No. 35, penulis tertaiik untuk

membahas penen^an pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi sebelum dan



sesudah diteibitkannya PSAK No. 35 dan bagaimana dampak awalnya bila

dibandingkan dengan teori-teori pengakuan pendi^atan yang diterima secara

umum yang selama ini diter^kan. Sebagai bahan penelitian, penulis akan

melakukan riset pada FT T^om Kandatel Bandar Lampung. Dihanqikan dari

basil penelitian lapangan teisebut dapat di peroldi gambaran dampak awal dari

pener^un PSAK No. 35 teisebut

Berdasarkan undan diatas, penulisan skripsi ini akan diarahkan untuk

membahas mengenai:

1. bagaimana penerapan Pen^ataan Standard Akuntansi Keuangan No. 35

tentang Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi pada PT Telkom

Kandatel Bandar Lampung?

2. bagaimana perubahan penerapan kebijakan dan praktik akuntansi yang

dilaksanakan PT Telkom Kandatel Bandar Laiiq>ung?

3. sejauh mana penganih penerapan kebijakan akuntansi pendapatan jasa

telekomunikasi sebelum dan sesudah serta dampak awalnya terhadap laporan

keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung?

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dtmaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi

(PSAK No.35) dan dampak awalnya teibadap penyajian b^an keuangan PT

Telkom Kandatel Bandar Lampung.



Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menambah pengetahuan tenting

bagaiinana pener^an Pemyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 35 dan untuk

mengetahui sejauh mana pengaruh atas diterapkannya kebijakan penisahaan

sebelum dan sesudah PSAK No.35 diterbidcan pada l^)oran keuangan FT TeUcom

Kandatel Bandar Lanq)ung.

1.3. K^naan Penelitian

Kegunaan penelitian mei^enai pendapatan jasa telekomunikasi dalam

bentuk ski^ yang diharapkan bermanfaat bagi:

1. penuUs, antara lain untuk lebih memahami aplikasi teori mengenai pendapatan

jasa telekomunikasi pada peiusahaan jasa telekomunikasi

2. penisahaan, khususnya mengenai basil analisis dalam bidang akuntansi

pendapatan jasa telekomunikasi sebelum dan setelah diterapkannya PSAK No.

35. Penulis harapkan basil penelitian ini dapat memberikan infoimasi yang

spesifik didalam penerapan teori-teoii akuntansi pend^)atan kbususnya dalam

bidang jasa telekomunikasi

3. Pembaca, dengan memberikan gambaran secara lebih jelas tentang akuntansi

pendi^tan jasa telekomunikasi (PSAK NO.35) dan dampak awah^ra

t^badap laporan keuangan penisahaan.



1.4. KerangkaPemildran

Akuntansi men^akan ilmu sosial yang mefiba&an kq^ntingan beibagai

pihak atas laporan keuaogan perusahaan. Oleh karena akuntaim meiupakan ilmu

sosial, dan sebagai disiplin ilmu sosial tersendiii, akuntansi telah memiliki kerangka

teori yang terus beikembang sesuai kebutuhan. Hasil akhir dari kegiatan akuntansi

adalah mei^ediakan laporan keuangan yang diharapkan beiguna untuk

pengambOan keputusan ekontnni para pemakal

Di fiidonesia, kegiatan usaha jasa telekomunikasi semakin maju dan

beikembang. Pada awalnya penerapan akuntansi pada perusahaan-penisahaan jasa

telekomunikan haiQ^a men^kuti standar akuntansi keuangan secara umum yaitu

standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Prins^ Akuntansi

Keuangan tahun 1984 atau standar akuntansi lainnya yang diteiima secara umum.

Namun karena standar tersebut belum sqienuhnya mengatur kekhususan akuntansi

pendapatan jasa telekomunikasi, pada tahun 1994 , Ikatan Akuntan hidonesia

menerbitkan PSAK No. 35. Dengan bedakunya standar baru ini diharapkan

seluruh penisahaan jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia mencatat pengakuan

pendapatan jasa telekomunikasi secara seragam

Tnfnmnasj yang disajikan dalam Iqioran keuangan penisahaan meliputi

neraca, peihitungan laba rugi dan laba ditahan, Iqioran aliran kas, dan catatan atas

laporan keuangan. Dari keempat jenis laporan tersebut, peihitungan laba rugi

cendening lebih mendapat peihatian dari para pemakai laporan keuangan, karena

kineija suatu penisahaan dapat diiikur daii perolehan laba yang disajikan dalam



perhitungan laba rug^ Salah satu pos teipenting dalam periutungan laba ru^

adalah pos pendapatan karena pos ini akan menunjukan besamya skala usaha.

Pada umumnya, pendapatan perusahaan-peiusahaan jasa telekomunikasi

d^eroleh dari kegiatan pengelolaan telekomunikasi seperti telepon, telegram, telex,

siiidt berlangganan, sambungan telekomunikasi data paket serta jasa kanal televisL

1.5. Metodologi Penelitlan

Sebagai bahan penyusunan skripsi ini metodologi yang penulis terapkan

untuk memperoleh infomasi dan data-data yang dipeiiukan adalah:

1. Kiset Kepustakaan (Library Research)

Sebagai dasar teori untuk penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan studi

pustaka yaitu pengumpulan data yang dUakukan dengan cara membaca buku-

buku yang ada relevansinya dengan peimasalahan yang akan dibahas.

2. Riset Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung pada perusahaan

yang menja£ objek penelitian dengan cara:

• Wawancara dengan pihak perusahaan yang kompeten.

•  Observasi langgmg ke perusahaan untuk melengkapi data yang

dipeiiukan.



1.6. Lokasi Penelitian

Penefidan ini dilakukan pada FT Telkom Kandatel Bandar T .anipiing di JL

Majapahh No. 14 Bandar Lampung.

1.7. SistematikaPembahasan

Skripsi ini di bagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai beiikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dhindkan latar belakang penefitian,

maksud dan tujuan penelitian, k^;unaan penelitian,

kerangka pemikiran, metodologi penelitian, lokasi

penelitian, dan sistematQca pembahasaa

BABE. TINJAUANPUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori akimtansi yang

beikenaan dengan tujuan kualitatif l^>oran keuangan,

pengakuan dan pengukuran pendapatan, termasuk di

dalamnya Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan

No.35 tentang pendapatan jasa telekomunikasi yang

menq)akan pedoman akuntansi pendapatan bagi

perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia. Di samping

itu juga akan dibahas mengenai pentingnya standar

akuntansi keuangan dan hubui^an antara tujuan

akuntansi dengan standar akuntana keuangan. Bab ini



menq>akan titik tolak pengeitian untuk pembahasan

masalah pokok yang akan diuraikan dalam bab-bab

berikutaoya.

BAB DL OBJEK DAN METODOLOGIPENELTIIAN

Bab ini menipakan bab yatig berisi uraian secara umuin

tentang FT Telkom Kandatel Bandar. Lampung. Uraian

tersebut berkenaan dengan sejarah singkat FT Telkom

Kandatel Bandar Lampung. Kemudian akan diuraikan

mengenat jenis k^giatan yang ada pada entitas tersebut

dan sumber-sumber pendapatan PT Telkom Kandatel

Bandar Lampung.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk melakukan

analisis terhadap identifikasi masalah yang dikemukakan

dalam bab I. Pembahasan meliputi analisis teoritis daii

PSAK No. 35, analisis teihadap kebijakan dan praktik

akuntansi yang dilaksanakan PT Telkom Kandatel

Bandar Lampung, serta evaluasi mengenai dampak awal

penerapan PSAK No. 35 teihadap penyajian laporan

keuangan perusahaan. Analisis menekankan pada

pengakuan pendapatan dan perbandingan antaia



penerapan PSAK No. 35 dengan standar akuntansi

keuangan sebelunmya.

BAB V. RANGKUMAN KESELURUHAN

Bab ini merupakan lin^casan daii bab 1 sampjd dei^an

bablV.

BAB VL SmiPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang didalainiiya

dikemukakan sin^ulan dan saian bagi perusahaan.
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BABn

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tqfuan dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

2.1.1. Tujuan Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan tidak dimaksudkan untuk mengukur secara langsung

nOai suatu penisahaan. Namun denuldan laporan keuangan harus meiQ^ajikan

informasi yang mengidentifikasikan secara jelas sumber daya penisahaan dan

tuntutan-tuntutan terhadap sumber daya tersebu^ termasuk tuntutan kreditor

dan kepentingan pemilikan (kekayaan pemilikan). Informasi yang harus disajikan

dalam h^oran keuangan suatu penisahaan terdiri daii neraca, l^oran laba rugi,

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang beiisi tentang

penjelasan kebijakan akuntansi keuangan perusahaan yang merupakan bagian

integral dari laporan keuangaa

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Ttguan tcporan keuangan adalah meryediakan informasi yang

meryan^kut posisi keuangan Tdnerja serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang hermartfaai bagi sejumlah besar pemakai dalam

pengambilan keptttusan ekonomi"

(6:5)
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Ahmed Belkoui dalam bukunya yang telah ditegemahkan oleh Drs.

Eiwan Duka^ MCom, Ak dengan judul Teori Akuntand menyebulkan:

"Tujuan laporan keuangan adalah mer^edidkan irformasi yang
bermarfaat hagi investor dem kreditor untuk peramalan, perbandingan,
dan perdlaian arus kas potensial bagiriya ditinjau dari segi jumJah,
wdhu, dan keUddkpastianyang bersangkutan."

(2:185)

Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial

Accounting Concqtt nomor 1 secara lebih rinci menguraikan bahwa;

•  Financial reporting shouldprovide information that is i/^efid to present
potential investors and creditors and other users in making rational
investment, credit and similar decision.

•  Financial reporting should provide information to help present
potential investors and creditors and other users in assessing the
amounts, timing, and uncertainty cf prospective cash receipt from
dividends or interests and the proceeds from the sale, redemption,
or maturity cf securities or loans.

•  Financial reporting should providte information about the economic

resources cfan enterprise, the claims to those resources (cbligations cf
the an enterprises to tranter resources to other entities and owners

equity), and the effects the transactions, events, and circumstances

that change its resources and claims to those resources.
•  Financial reporting should provide information about enterprise's

financioi performances during a periode. The primary, focus cf
financial reporting is information an enterprise's performance

provided Ity measures of earnings and its component.

•  Financial reporting should provide information about how an
enterprise obtains and spends cash, about its borrowing and repayment

cf borrowing, about its capital transactions, including cash dividends

and other distributions cf enterprises resources to owners, and about

other factors that may effect an enterprises liquidity or soheruy.

•  Financicd reporting should provide irformation about how

management cf an enterprises has discharged, its stewardships

responsibility to owners(stockholders) for the use cf cm enterprises
resources entrusted to it

(3: 7824)



12

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama

kqpoian keuangan adalah mtuk menyediakan infonnasi yang beimanfaat bagj

pengambilan kq)utusan ekonond.

2.1.2. Karakteristik KuaUtatif I^poran Keuangan

Laporan keuangan biasanya disusim atas dasar asumsi kelangsungan

usaha perusahaan atau akan terus melanjudcan usahanya dimasa depan.

Karena itu, perusahaan dtasumsikan tidak beimaksud atau berkeinginan

meHkuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau

keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan

dasar yang beibeda dan dasar yang digunakan hams diungkapkan.

Untuk memenuU tujuan laporan keiiangan seperti diteti^kan dalam

Statement of Financial Accounting Concept No.l dan Standar Akuntansi

Keuangan tersebut diperlukan informasi yang berkualitas. Sedan^can Ocatan

Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa

karakteristik kualitatif merupakan dri khas yang membuat infonnasi Halam

laporan keuangan beiguna bagi pemakaL Karakteristik kualitatif pokok hporan

keuangan tersebut meliputi: (I) <k^at cUpahami (2) Relevan (3) Keandalan (4)

Depot dihandingkcm,

(6:9)
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1. Dapat dipahami

Karakteristik kualitatif "Dj^at Dipahami" merupakan kuafitas penting bahwa

infonnasi yang ditan^ung dalam kqioran keuangan harus memudahkan imtuk

dapat dipahami oleh pemakaL Maksudnya yaitu bahwa pemakai HiagiimsiVati

memiliki pengetahuan yang memadid tentang akthitas ekonomi dan tnsnis,

akuntansi, serta meiiq>unyai kemauan untuk menq>elajari infonnasi dengan

ketekiinan yang memadaL Namun demikian, infonnasi yang kon^eks yang

hanisnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak boleh dikeluarkan hanya

atas dasar pertimbangan bahwa infonnasi tersebut tedahi sulh untuk dapat

dipahami oleh pemakai tertentu. Tuntutan tersebut sesuai dengan Statement

of Financial Accounting Concq)t No. 1 yang dialihbahasakan oleh Marianus

Sinaga:

" Irformasi hams dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan
yang cuhtp mengenai perusahaan dan kegiatan ekonomi dan ingin
menelaah informasi dengan seksama."

(4:63)

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa irformasi yang dipahami

orang-orangyang dimdkstidkemrya adaJah irformasi yang relevan baginya".

(2:122)
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2. Relevan

Ihfonnasi yang bemumfaat hanis relevan untuk memenuhi kebutuhan

pemakai dalam proses pengambOan keputusan. Informasi memibki kualitas

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekononu pemakai dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lain, masa kini, atau masa

dq)an, men^askan, atau mengoreksi hadl evaluasi mereka di masa lalu.

Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theoiy dalam

buku Teoii Akuntansi karangan Eldon S. Hendriksen yang diaHhbahasakan

Maiianus Sinaga mengatakan:

"Relevansi... mensyaratkan bahwa informasi harm didasarkan pada
atau secara bermanfaat dihubunghm dengan tindakxm-tindcdcan yang
dirancang untuk memudahkan atau dengan hasilyang diinginkan untuk
dihasilkan,"

(4:63)

Jay M Smith dan K. Fred Skousen dalam buku Akuntansi Intermediate

secara tegas menyatakan bahwa;

"Relevansi informasi hanya dapat diukur dalam kaitanriya dengan
maksud penggunaan informasi tersebut, jtka suatu informasi Udak
relevan dengan kebutuhan para pengamhil keputusan informasi tersebut
tidak ada gunoi^a meskipun kriteria-kriteria Icdnnya terpenuhi secara
baik"

(16:39)

Dengm demikian kiiteiia relevan sangat erat kaitannya dengan kebutuhan

dalam pengambilan kq)utusan karena tujuan relevansi itu soidiii adalah untuk

memilih metode-metode pengukuran yang akan membantu setiap indhidu

dengan mengandalkan pada laporan keuangan yang disajikan suatu unit usaha.
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bifonnasi yang relevan adalah infonnasi yang dapat mei^aldbadcan para

pengambil keputusan mengambil kq)utiisan yang berbeda. Berdasaikan infonnasi

yang relevan tosebut para ponaikai infonnasi dapat membuat prediksi atas

kejadian masa lain, sekarang, dan masa depan atau bahkan dapat digunakan

untuk memenuhi dan mengoreksi lianq)an-liarapan. Relevansi infonnasi

kadangjkala tidak haoya dipoigamhi oleh hakekatnya saja, tetapi juga

mateiialitasnya.

Sebagai contoh, infonnasi dq>andang salah saji secara material apabila

terdapat kelalaian mencantumkan atau tegadi kesalahan dalam mencatat

informal, sehingga memp^igaruhi pengambOan kq)uti]san ekonomi oleh

pemaka. Matnialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah

daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang hams dimililfi agar infonnasi

dq>andang beiguna.

3. Keandalan

hiformasi memiliki kualitas andal jika infonnasi tersebut bebas dari

pengeitian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material dan disajikan

secara tutus dan jujur (futhfuU representation) serta mengun^pkan segala

hal yang sehanisiQra disajikan atau yang secara w^ar dihar^kan dapat

disajikan. Hal ini sej^ dengan pendapat Jay M. Smith dan K. Fred Skousen

dalam buku Akuntanri hitennediate:

"Irtformasi akuntansi dcqfcU diandalkan jika para pemakai dapat
mengharcpkan bahwa irformasi tersebut bebas dari kesalahan atau
peryimpangan dan menjadi cerminan yang tepat mengenai keadaan
suatu peristiwa ekonomi yang akan disampaikan."

(16:40)
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Disamping itu untuk dapat dikatakan andal, informasi jasa hanis dapat

diuji dan disajikan secara tepat (akurat). Jbfoimaai yang teruji akan menghasilkan

infoimasi yang relatif sama apatnla disusun oleh poigukur indqienden dengan

menggunakan metode pengukuran yang sama. Sedan^can ketepatan peiQ^jian

menipakan kesesuaian antara pengiikuian atau penguraian dengan fenomena

yang sehanisnya dilqioikan.

Sehubungan dengnn karakteiistik kualitatif infonnasi akuntansi sedikitnya

ada tiga kuafitas tambahan yang secara langsung mempenganihi informasi

akuntansi. Kuafitas tambahan tersebut adalah kenetralan, kejujuran, dan

kelengkapan.

Netral maksudi^ra, infonnasi akuntansi hanis melapoikan aktivitas

ekonomi sebagaimana apa adanya tanpa kesan mempenganihi satu juhak

pemakai tertentu. Maksud kejujuran adalah bahwa informasi hams

menggambaikan dengan jujur transakd serta peiistiwa lainnya yang sehanisnya

disajikan atau yang secara wajar dapat dihanqikan untuk disajikan. Sedangkan

kuafitas len^p ditujukan agar infonnasi yang disajikan tidak menyesatkan

pemakai informasi

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat mempeibandingkan laporan keuangan penisahan untuk

mcngdentilikasikan kecenderungan (tren) posisi dan kinega keuangan.

Pemakai juga harus dapat menqieibandin^kan Laporan keuangan antar
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penisahaan untuk mengevaluasi kinega keuangan secaia reladf. Oleh karena

itu, pengukuran dan penyajian atas dampak keuangan dari tiansaksi dan

peristiwa lain yang 8enq>a haius diterapkan secara konsisten antar periode.

Implikasi penting dari karakteristik kualhatif dq>at dqieibandingkan

adalah pemakai harus men^oleh infonnasi tentang kelnjakan akuntansi yang

d^unakan dalam penyusunan l^oran keuangan dan perabahan kebijakan seita

pengaruh perubahan tersebut Para pemakai hams dimungkinkan untuk dapat

mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diterapkan luituk transaksi

serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke

periode laiiL Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, teimasuk pengungkapan

kebyakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu tercapainya

daya banding.

Kebutuhan terhadap (hya banding jangan dikacaukan dengan

keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam

mempeikenalkan standar akuntanri keuangan yat% lebih baik. Perusahaan tidak

perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik

kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan jvga tidak pethi mempertahankan

suatu kebijakan akuntansi kalau ada altematif lain yang lebih relevan dan lebih

andaL Oleh karena itu. Jay M. Smidi dan K. Fred Skousen dalam Akuntanri

hitennediate mengatakan: " Dqya banding adalah hoikwa ivformasi ahm

semcHdn lebih bermanfaat jtka dapat dikaidam dengan likuran tertentu atau

dengan suatu standar."

(16:41)
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Dengan dtpenuhinya kriteria ini pemakai dapat melakukan perbandingan

teiiiad^ kinega perusahaan lain atau dengan informasi yang sejenis Halam

petusahaan yang sama untuk periode yang sama ataupun periode yang beibeda..

Beidasarkan keiQrataan bahwa d{^ banding meningkatkan man&at

informasi, maka lapcran keuangan harus mei^ajikan data yapg tnemiii^gldnkan

diadakannya perbandingan posisi keuangan di antara beibagai perusahaan dan

perbandingan hash yang dicapai dalam beberapa periode.

2.2. Teori Umum Pendapatan

2.2.1. Pengertian Pendapatan

Informasi yang paling mend^t perhatian dari para pemakai h^oran

keuangan adalah laporan periiitungan laba rugi (income statanent). Salah satu

pos terpenting dari laporan perhitungan laba rugi adalah pos pendapatan,

karena dari pos pendapatan tersebut dapat mengidenttfikasikan jenis pendjqiatan

utama, skala usaha dan sekaligus keman^un perusahaan untuk menciptakan

laba.

Pada dasamya konsep pendapatan dq)at didekati dari dua sudut pandang

yaitu sudut pandang yang memusadcan perhatian pada arus mastik aktiva yang

ditimbulkan oleh kegiatan operasitmal perusahaan (ir^kw concept) dan

pandangan yang memusatkan perhatian pada pendptaan barang atau jasa oleh

perusahaan dan transfer barang atau jasa tersebut kepada konsumen atau

produser lain (ou0aw concept).
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Konsep dasar pend^atan sebenamya adalah suatu proses mengenai anis

penciptaan barang atau jasa oleh pemsahaan selama jan^ waktu tertentu,

konsep pendapatan sering juga didekati meMui pengarubiQra terhadap ekuitas

pemilik. Beibagai pengertian tentang pen<kq)atan seiingkafi merupakan

kombinasi konsep-konsep tersebut

Ikatan Akimtan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan

menyebutkan;

'^Pendapatan adalah ants masvk bruto dari marfaat ekonomi yang
timhul dari aktivitas normal pemsahaan selama sttatu periode hila arus
masuk itu mengakibadcan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanaman modal"

(7:23.3)

Statement of Financial Accounting Concept No. 3 karangan Levis D. Mc

Cullers dan Richard G. Schroeder, dalam buku Accounting Theoiy

mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

"Revenue are ivflaws or odier enhancements cf assets of an entity or
settlements of its liabilities (or a combination of both) during a periode
from delivering or producing goods, rendering services or other
activities that constitute the entity's on going major or central
operations."

(13:68)

Definisi tersebut mula-mula mendasaikan pada inflow concept dengan

menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penin^tan akiiva, atau

penyelesaian kewajiban akibat produksi, atau penyerahan barang atau jasa

(ouflow concept).
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Committee on Accounting Concept and Standards of The American

Accounting Association dalam Eldon S. Hendriksen yang diaiihbahasakan oleh

Marianus Sinaga dalam buku Teori Akuntanri mendefinisikan pendapatan

sebagaiberikut:

"Pendapatan... adcdah ekspresi moneter dari keselnruhan produk atau
jasa yang ditranrfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya
selama satu periode."

(4:174)

Accounting Principles Board Statement No. 4 dalam AICPA

Professional Standard mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

"Revenue- gross increase in assets or gross decrease in liabilities
recognized and measured in conformity with generalty accepted
accounting principles that result from those types of profit directed
activities of an enterprise that change owner's equity."

(2:7248)

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disiRq)ulkan bahwa

pendapatan merupakan proses arus kas masuk atau keluar yang berasal dari

penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jan^ dan waktu tertentu

yang menghasilkan kenaikan aktiva atau paiurunan atas kewajiban yang berasal

dari aktivitas utama perusahaan dan mengakibatkan laba atau rugi sehingga

mengubah modal para pemilik.

Secaia umum akitivitas perusahaan yang dapat mengakibafium kenaikan

aktiva atau penurunan bruto kewajiban adalah sebagai boikut:

(a) penjualan hasil produksi,
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(b) pemberian jasa dan perikatan dengan pihak lain untuk menggunakan

sumber d^a penisahaan dengan imbalan bunga, sewa, royald,

honorarium, dan Iain-lain,

(c) penjualan sumber daya selain produk misalnya pabrik, peralatan atau

investari di perusahaan lain.

2.2.2. Konsep Fengukuran dan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan hams diukur dengan nilai wajar atas imbalan yang di teiima

atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi

biasanya ditentukan meialui kesepakatan antara perusahaan dengan pembeli atau

pemakai aktiva tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam kesepakatan ditetapkan

diskon atau rabat, jumlah pendapatan adalah nilai wajar imbalan yang diterima

atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi dengan jumlah diskon dagang

dan rabat volume yang disepakatL Berkenaan dengan pengertian tersebut ikatan

Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa

pendapatan hams diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang

dapat diterima."

(7:22.4)

Pada umumnya, beibentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan

adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang (hq)at diterima.

Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan dikaidcan dengan

nilai waktu dari uang (time value of money), maka nihu imbalan tersebut

mungkin lebih rendah dari jumlah nominal dari kas yaiig diterima segera.
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Nfisaliqra, suatu perusahaan dapat membeiikan Icredit tanpa bunga kq)ada

pembeli atau penerima wesel ta^ dari pembeli dengan ting^t bunga dt bawah

pasar sebagai imbalan dari peiyualan barang. Bila peganjian tersebut secara

efektif menipakan suatu transaksi finansial, maka idlai wajar imbalan ditentukan

dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan

suatu tingkat bunga teiriiat {impttted). Tingkat bunga tersirat teisebut adalah

yang pafing mudah ditentukan dari tipglmt bunga yang beilaku ba^ instrumen

yang seiupa dari suatu peneibit (issuer) dengan penilaian kredit (credit rating)

yang sama; atau suatu tingkat bunga untuk mengurangi (discount) nilai nominal

instrumen tersebut ke haiga jual tunai pada saat ini dari barang atau jasa.

BQa barang atau jasa dipertukarkan (barter ) untuk barang atau jasa

dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran ini tidak dianggap sebagai

suatu transaksi yang mengakibatkan pendapataiL Bal tersebut sering tegadi

dengan komoditi seperti minyak atau susu dimana penyalur menukarkan

persediaan di beibagai lokasi untuk memenuhi pemiintaan dengan suatu dasar

tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Sedangk^n barang dijual atau jasa

diberikan imtuk dipertukaikan dengan barang dan jasa yang tidak serupa,

pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibadcan pend^)atan.

Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang

diserabkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.
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Beikenaan dengan pengukuran dan pengakuan pendapatan di atas,

Statement of Financial Accounting Concept No. S dalam buku Akuntansi

Inteimediate karangan Jay M. Smith dan K. Fred Skousen menyatakan bahwa:

"Pendapatan dan keuntungan umumrya diakui apabila: pendapatan
keuntungan tersebut telah diredHsasdam dan pendapatan keuntungan
tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses wituk
menghasilkan laba telah diselesaikan."

(16:122)

Konsq) pendapatan seiin^cali dihubungkan dengan masalah pengukuran

(measurement) dan saat pengakuan pendapatan. Pend^>atan pada umunuQ^a

timbul dari serangkaian aktivitas, mulai dari pembelian, proses produksi,

penjualan, pemberian jasa, termasuk pengan^kutan dan peiQdmpanan. Para

akuntan kemudian membuat aturan umum mengenai saat pengakuan pendapatan

yang dikenal prinsip realisasL Secara umum realisasi berarti melapoikan

pendapatan bilamana suatu transaksi pertukaran telah tegadL Transaksi

pertukaran ini menentukan saat pengakuan pendapatan dan jumlah pendapatan

yang diakui, yahu sejumlah kas yang diterima atau akan diterima

The American Assosiation Committee on Realization dari AAA dalam

The Matching Concept Levis D. Mc. Cullers and Ricard G. Schoeder

merekomendasikan bahwa penerapan konsep realisasi lebih baik jika dipenuhi

kriteria-kiiteria berikut:

1. Revenue must be capable cf measurement
2. The measurement must be verified by an extenal market transaction
3. The crucial event must have occurred

(13:68)

Maksud dari kriteria crucial event adalah bahwa pendapatan hanya diakui

bilamana pekeg'aan atau kegiatan yang paling sulit dalam earning proses telah



24

rfilalfganakan. Penerapan konsep ini menimbulkan saat pengakuan pendapatan

yangbeibeda-bedaimtukberbagaijems usaha. Oleh karena itu meninut Piinsip

Akuntansi Indonesia, prinsip-pnns^ akuntansi yang lazim memun^dnkan

pengakuan pend^)atan sebelum ataupun sesudah saat penjualan atau pertukaran:

1. Pendapatan diakui pada saat selesainya suatu produksi.

Hal ini dimungldnkan bila ada jaminan akan kepastian haiga jual, bi^a

pemasaran tidak berarti, sulit menentukan haiga pokok, dan satuan

persediaan dapat saling ditukar.

Contohnya logam muHa dan produk pertanian.

2. Pendapatan diakui secara proposional selama tahap produksi.

Cara ini lazim djumpai dalam pengakuan pendj^tan daii kontrak

pembangunan jangka panjang, dikend dengan metode persentase

penyelesaian.

3. Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.

Cara ini memungkinkan bila terdapat ketidalqpastian yang besar mengenai

kolektibiHtas piutang penjualan, biasanya karena belum beipindahnya hak

atas barang sampai dilunasinya pembayaran, sehungga terdapat

kemungkinan pembatalan transaksi penjualan

contoh penjualan cicilaa

4. Pendapatan dari penjualan konsinyasi.

Pendapatan diakui setelah peiyualan dilakukan oleh consignee, dan bukan

pada saat penyerahan barang oleh consignor kepada consignee.
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Secara umum Ocatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi

Keuangan meneti^jkanpengakuanpendapatansebagaiberikut:

1. Pei^ualan Barang

Pendapatan daii penjualan barang hams diakui bila sehiruh kondisi

berikut dipenuhi:

a. perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah
memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;

b. perusahaan tiddk lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas
barang yang dijual;

c. jumlah pendapatan tersebuidapat ditdcur dengan andal;
d besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi

akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
e. biqya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi

penjucdan dapat diitkur dengan andal.

(7:23.8)

1. Penjualan jasa

Kamus Umum bahasa hidonesia karangan Prof. Dr. J. S. Badudu dan

Prof. Sutan Mohammad Zein mengartikan jasa adalah: "■sesuatu yang hta

lakukanyang berguna bagi orang lain."

(14:559)

Undang-Undang Peipajakan 1994 mendefinisikan jasa sebagai beiikut:

"Jasa adalah setiap kegiatan pelqyanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan huhm yang menyebdbkan suatu barang dan fasilitas
atau kemudahan atau hak tersedia laituk terpakai."

(18:231)

Sedangkan dalam Kamus Istilah Maiyemen jasa diardkan sebagai:

"perbuatan yang memberikan apa-apayang diperJvkan orang lain.

(15:113)
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Berdasaifcan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah

produk yang tidak berwujud barang yang memberikan manfaat bagi pihak lam

(pemakai).

Bila basil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa d^t diestimasi

dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut hams diakui

dengan acuan pada tii^cat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Hasil suatu transaksi d^at diestimad dengan andal bila selunih kondisi berikut

inid^enuhi :

a. Jumlah pendapatan dapat dhtkur dengan andal;
b. besar kemtmgldnan marfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut

ckan diperoleh perusahaan;
c. tingkatpenyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur

dengan andal ;dan
d biqya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan

transaksi tersebut depot diukur dengan andal.
(7:23.9)

Bila basil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi

dengan andal, pendapatan yang diakui banya yang berkaitan dengan beban yang

telab diakui yang dapat diperoleh kembalL

3. Bunga, Royalti, dan dividen

Pend^atan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pibak-

pibak lain yang mengbasill^ bunga, royalti, dan dividen bams diakui bila:

a. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut
cikan diperoleh perusahaan; dan

b. jumlah pendapatan depot diukur dengan andcd
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Pendapatan tersebut diatas hanis diakui dengan dasar sebagai berikut:

a. bunga hams diakui atas dasar proporsi wciktuyang memperhitungkan hasil
^ektif aktiva terebut;

h. rcyalti hams diakui atas dasar dkrual sesuai dengan sxibtansi perjargian
yang relevan; dan

c. dcdam metode bicya (cost method), dividen tunai hams diakui bila hak
pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

(7:23.6)

Sofyan Syafii Harahap dalam Teori Akuntansi meiQrebudcan pendapatan

dianggap sebagai penghasilan apabila:

"Suatu penghasilan dkan diakui sebagai penghasilan pada periode
kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual dan
Jasa itu telah selesai."

(17:127)

Dari pemyataan diatas waktu yang dimaksud yaitu, selama produk

pengakuan pendapatan selama produksi bedangsung diterapkan pada pr(^ek

pembangunan jangjka panjang. Pada saat proses produksi selesai dapat

diterapkan pada kegiatan pertanian atau pertambangan. Pada saat penjualan

dipakai untuk barang dagangan. Pada saat penagihan kas diterapkan pada

metode penjualan angsuran.

Dari uraian diatas Eldon S. Hendiiksen dalam Teori Akuntansi

mengambil kesimpulan bahwa syarat pencatatan pendapatan dalam laporan

akuntansi hams berdasaiican kriteria sebagai berikut:

/. NtUn ekonomis hams sudah ditambahkan perusahaan dan produknya.
2. Jumlah pendapatan hams dapat diukur.
3. Pengukuran hams dapat dibutuhhm dan secara relatifbebas dari biaya
4. Beban yang berkaitan harm dapat ditaksir dengan tingkat ketepatan yang

Iqyak,

(4:176)
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Komponen kedua dari pahitungan laba nigi adalah beban (e:q)enses).

Beban adalah penggunaan atau komumsi baiang dan jasa dalam proses

memperoleh pendapatan. Model pengukuran peng^iasilan akuntaim secant

struktural sering kali mendefinisikan beban sebagi peman£aatan atau alokasi

biaya. Pertentangan pendapat juga timbul sehubungan dengan pengukuran

beban. Namun, secara umum ukuran beban yang digunakan adalah nilai historis.

Definisi saat pengakuan atau pelaporan beban adalah pada waktu barang dan

jasa d^;unakan atau dikonsumsL Dalam praktOc pelaporan beban ditentukan oleh

pendekatan teihadap perhitungan penghasilan.

Accrual accounting menetapkan bahwa beban hams dtakui dalam periode

diakuiiQra pendapatan (matching conc^t).

AAA Committee dalam Eldon S. Hendiiksen The Matching

Concept) mendefinisikan konsep penandingan (matchii^ concept ) sebagai

berikut: "Matching is the process of reporting ec^nses on the basis of cause

and ̂ect relationship yvith reportedrevenues "

(5:193)

Dari basil penandingan beban terhadap pendapatan, dq)eroleh

penghasilan. Dari uraian diatas d^>at disimpulkan bahwa penandingan dapat

dilakukan bila ada hubungan antara beban dan pendapatan pelaporannya

dilakukan dalam periode yang sama.

Dalam hal penentuan pengluisilan Accounting Principle Board Statement

No. 4 menjelaskan;
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"Income determination in accounting is the process of idkntifying,
measuring, and relating revenues and expenses cf an enterprisefor an
accounting period. Revenue for a period is generally determined
independently by applying the realization principle. Expenses care
determined by applying the expense recognition principle on the basis
cf relationship between acquisition cost and either the independent^
determined revenue or accounting periods. Since the point in time at
■which revenue and expenses are recognized is also the time at -which
changes in amounts cf net assets are recognized, income detemination
is interrelated with asset valuation.

(I:parl47)

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa pengakuan pend2q[)atan dan

biaya yang juga menqiakan saat pengakuan poidiahan jumlah aktiva netto, yang

benirti bahwa penentuan penghasQan saling berhubui^an dengan penilaian

aktiva. Aktiva diakui dalam neraca kalau besar kemun^dnan manfaat

ekonondnya di masa depan diperoleh. Penisahaan dan aktiva tersebut

mempuiQrai nM atau biaya yang diatur dengan andai. Kadangkala suatu asset

dikendalikan bersama lebih daii satu penisahaan.

2.3. Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi Teriiadap Laporan Keuangan

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dianut penisahaan hams

disajikan tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan atau sebagai bagjan

daii catatan atas l^oran keuangan. Ikhtisar tersebut memuat penjelasan

mengenai keUjakan-kebijakan akuntansi yang mempengamhi posisi keuangan

dan hasil usaha penisahaan.
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Bcatan Akuntan Indonesia dalam Prinsip Akuntansi Indonesia

menyebutkan bila teijadi perubahan dalam prinsip atau kebijakan akuntanaj yang

dianut penisahaan, maka diambil lan^kahrlangkah sebagai berikut:

1. Pengaruh kumulattf dari pervhahcm ke prinsip akuntansi yang baru
dilqporkan dalam perhitungan rugi laba periode berjdlan, dan disqfikan
diantara pos luar biasa dan laba bersih. Perhitungan pengaruh kumuJatif
ini depot dikecualikan apcbila perubahan prinsip ahintansi tersebut
dilakukan untuk merpesttaikan dengan ketentuan dcdam Undang-undang
NO. 7 Pctjak Penghasilan tahunI983.

2. Untuk perubahan penilaian persediaan dari atau ke metode UFO dimana
pengaruh kumulattf umumrpa sulit ditentukxm, persediaan awed dalean
tahun dianutrpa metode baru dijcuiikan sebagai persediaem tahun dasar
untuk seluruh perhitungan berikutrpa.

3. Laporan keuangan harus dirtyatakan kembali secara retroakttf (berlaku
surut) untukperubahan berikut ini:

1. Perubahan dalam metode aikuntansi untuk kontrak pembangunan
Jangka pemjang.

2. Perubahan ke atau dari metode biaya penuh (full cost) dalam industri
ekstredatf.

4. Sifat dan alasan diledadeanrpa perubahan dalam kebijedean dkuntansi
harus diunghpkan dalam catatan atas laporan keuangan periode terjadi
Ttya perubahan.

(8:11)

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Prinsip Akuntansi

Indonesiamenyebutkan taksiran akuntansi dx^at berubah dikarenakan adanya

peristiwa bam, beitambabnya pengalaman, atau diperolehnya infoimasi

tambahan. Pengaruh perabahan taksiran akuntansi teihadap laporan keuangan

dapat djgolongkan sebagai berikut:
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1. Perubahan yang harya mempengcavhi periode dimam perubahan
ters^t terjadi, misodnya perubahan dalam taksiran penyisihan piutang
yang diragukan.

2. Perubahan yang mempengaruhi periode berjaJan dan periode
mendatang, seperti perubahan dalam taksiran masa maitfaat dan niali
sisa ciktiva tetap.

(8:11)

Perubahan ini dipertanggung jawabkan dengan caia menyusun laporan keuangan

periode begalan dan periode mendatang arus dasar taksiran yang bam. Bila tegadi

perabahan dalam badan usaha yang dilapoikan, seperti penggabungan

usaha yang dipertanggungjawabkan dengan metode penyatuan kepenlingan, maka

laporan keuai^an periode yang lahi hams diiQratakan kembali secara retroaktif.
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BABm

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. ObJekPenelitlan

3.1.1. Sejarah singkat perusahaan.

Cilcal bakal TeQcom adalah suatu badan usaha bemama Post-en

Telegraafdienst yang didtrikan dengan Staatsblad No. 52 tahun 1S84.

Penyelenggaraan usaha telekomunikasi pada masa Hndia Belanda pada mulanya

diselenggarakan oleh swasta. Sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan

telekomunikasi swasta, tet^ berdasaikan staatsblad No. 395 tahim 1906 semua

perusahaan swasta diambil ahh oleh Pemeiintah Hindia Belanda. Sgak itu

berdiiQah Post, Telegraaf en Telefoondients atau di sebut PTT-Dienst

PTT-Dienst ditet2q)kan sebagai perusahaan negara berdasaikan Staatsblad

No.419 tahun 1927 tentang Indonesia Bediijvenwet (LB.W., Undang-Undang

Perusahaan N^ara).

Jawatan PTT ini beilangsung sampai dikeluaikatmya Peraturan Pemeiintah

Pengganti Undang-undang (Peipu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemeiintah

Republik Indonesia tentang Persyaratan Suatu Perusahaan N^ara dan

PTT- Dienst memenuhi ̂ arat untuk tetap menjadi Perusahaan Negara (PN).

Kemudian dalam Peraturan Pemeiintah No. 240 tahun 1961 tentang Pendiiian

Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan bahwa Perusahaan
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Negaia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21.B. dilebur ke dalam

Perusahaan Negara Pos dan Telekomiuiikasi (PN. Pos dan Telekomunikasi).

Dalam perkembangan selanjutnya Pemeiintah memandang perlu

untuk memisahkan PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua penisahaan

negara yang berdiri sendiii. PN Pos dan Giro dibentuk berdasaikan

Peraniran Pemerintah No. 29 tahim 1965 dan Perusahaan Negara

Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) ditetapkan dalam Peraturan Pem^tah

No. 30 tahun 1965. Kedua PN tersebut kemudian diubah statusnya menjadi

Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi melalui Peiaturan Pemerintah

No. 36 tahun 1974. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perusahaan

Umum Telekomunikasi beigerak dibidang telekomunikasi untuk umum, baik

hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeil Namun pada saat itu

hubungan telekomunikasi luar negeri diselenggarakan oleh PT. Indonesia Satelite

Coiporation (Indosat), yang masih berstatus perusahaan asing "American Cable

dan Radio Coiporation" suatu perusahaan yang didiiikan berdasarkan peraturan

peiimdangan n^ara bagian Delaware, Amerika Seiikat. Seluruh saham PT.

Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1990 dibeli oleh Pemerintah

Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pel^anan jasa telekomunikasi untuk umum,

pemerintah mengeluaiican Peraturan Pemeiintah No. 53 tahun 1980 tentang

Peiubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Kemudian pada tahnn

1980 berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980, Perumtel ditetapkan
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sebagai badan usaha yang benvenang meiQrelenggarakan telekomumkasi untuk

umum dalam negeri sedangkan fiidosat ditetapkan sebagai badan usaha

penyelenggara telekomumkasi untuk umum hitemasional.

Memasuki Repelita V pemerintah meiasakan petlunya pacq>atan

pembangunan telekomumkasi, Oleh karena itu, dibangun beibagai infiastruktur

dibidang telekomumkasi yang dihar^)kan dapat memacu pembangunan sektor

laim^a. Bersamaan dengan peikembangan tersebu^ Pemerintah menyadari

bahwa penyelenggaraan telekomumkasi memerhikan manajemen yang lebih

profesional dan mandiii Untuk itu berdasaikan Peraturan Pemerintah

No. 25 tahun 1991, bentuk usaha Perusahaan Umiun (PERUN^Q dialihtfan

statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud Haiam

Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Sejak itulah berdiri perusahaan Perseroan

(Persero) Telekomumkasi Indonesia atau PT TELKOM.

3.1.2. Stniktur Organisasi

Kantor Daerah Pel^anan Telekomumkasi (KANDATEL) Bandar

Lampung merupakan salah satu Kandatel Dnisi Regional I Sumatera

yang berada dibawah koordinasi dan hertanggung jawab kepada Kandatel

MedatL Kandatel Medan merupakan tnduk dari seluruh Kandatel Dnisi

Regional 1 Sumatera dan bertanggung jawab pada kantor pusat PT Telkom

Indonesia di Bandung.
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Stniktur oi]gaiusasi KANDATEL Bandar Lampung dapat dllihat pada

bagan dibawah ini:

WAKA-KANDATH,

KAKANDATEL

BANDARLAMPUNG

BAGHAN

PERENCAMAAN
BAOHAN

SISFO&

SEKRETAIUAT

BAGIAN

SUMBEROAYA

MANUSIA

OINAS

FEMBANOUNAN
DINAS

NIAGA

DINAS

OFHARJABKAB

Kedudukan, tanggung jawab, dan fiingsi masing-masing bagian Halflm

struktur oiganisasi Divisi R^onal I Bandar T .anipnng adalah sebagai beriicut:

1. KAKANDATEL dan WABCA KANDATEL

• KAKANDATEL beitanggung jawab kepada kepala Divisi Re^onal I

Sumatera.
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•  Dalam melaksanakan tugasnya KAKANDATEL dibantu oleh seorang

wakil (WAKAKANDATEL).

• KAKANDATEL dan WAKA KANDATEL secaia kesatuan bertanggung

jawab atas penc^aian sasaran operasional penyelenggaraan jasa dan

pengelolaan peiangkat telekomunikasi dalam area geogralSs teitentu.

• KAKANDATEL menangani tugas-tugas yang bersifat strategik dan

beroreantasi keluar maupun ke dalam dalam lan^ mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas unit-unit kega di bawahnya secara efesien,

ekonomis dan efektif.

• WAKA KANDATEL beiperan dan bertanggung jawab sebagaipimpinan

peiQrelenggara operasi (chief operating qfficex).

•  Fungsi KANDATEL dan WAKA KANDATEL adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan strategjs bisnis.

b. Pengelolaan sistem Imformasi dan kesekertaiiatan.

c. Pembinaan sumber daya manusia.

d. Pengelolaan keuangam

e. Pengelolaan listrik.

f. Pengolaan pembangunaiL

g. Pengolaan, Pemeliharaan, dan perbaikan perangkat sentral, tranmisi,

dan caturd^a.

h. Pengpperasian, pemeliharaan, perbaikan perangkat jaiingan kabeL

L Pengelolaan jasa telekomunikasi.
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2. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan

•  Bagian perencanaan bertugas membantu KAKANDATEL dalam

peiQoisunan business plan KANDATEL serta penyelenggaraan fungsi

umumlainnya.

Fungsi utama bagian perencanaan mdiputi:

a. AnaUsis ling^cungan luar Kandatel

b. Penilaian kapabilitas intenial

c. Perumusan business plan

3. Tugas dan Fungsi Bagian Sistem Informasi dan Sekretariat

•  Tugas bagian Sistem imformasi adalah meiQrelenggarakan kegjatan

dukuiigan pel^anan sistem imformasi perusahaan dan ke^tan

kesekretaiiatan di ling^cungan KandateL Sedangkan fungsinya meliputi:

a. pel^anan kegiatan sistem informasi perusahaan.

b. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan KadateL

•  Tugas bagan sekretariatan adalah;

a. melaksanaan tata usaha peikantoran, menghimpun, menyusun, dan

membuat laporan daii seluruh kegiatan operasional serta

melaksanakan kesekretariatan, mei^dakan pembinaan tiiibnngan

internal dan ekstemal, dokumentasi dan perpustakaan ditingk""ga"

KandateL

•  Fungsi bagian kesekretariatan meliputi:
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a. penyelenggaiaan kesekretariatan, publik relation, dan tata nsaha

peikantoran;

b. pengelolaan, peneiimaan dan pendisiiibusian surat-surat;

c. pengelolaandokumentasidanpeipustakaan;

d. pdaksanaan tugas-tugas yang beikaitan dengan hukum atau

perundangan perikatan dan kegasama;

e. melaksanakanpembinaanpengusahakecil atau PUK dan koperasi

4. Tugas dan Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

•  Bagjan Sumber daya Manusia bertugas menyediakan dukungan kepada

unit-unit ke^a KANDATEL dalam bentuk pembuatan perencanaan,

pend^agunaan, pengembangan dan adminitrasi sumber daya mflnimia

• Fungsi bagian Sumber Daya Manusia melipnti:

a. Pelaksanaan adminitrasi sumber d^a manusia;

b. Pengelolaan bi^a dan data sumber daya tnannQia-

c. Pembmaan, perencanaan, dan pengembangan sumer d^a maniMta

5. Tugas dan Fungsi Bagian Keuangan

•  Ba^an Keuangan bertugas mengelola anggaran, mengunis

perbendaharaan, akutansi, menyajikan laporan keuangan, dan

menganalisis rasio keuangan serta pemeriksaan pertanggungan.

• Fungsi Ba^an Keuangan meliputi:

a. Penyusunan, pengevatuasian dan pelaporan anggaran;



39

b. Penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang dan surat

beihaiga, verifikasi pembsQraran intern maiq)un ekstem;

c. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuaiigan serta pengelolaan

penagjhan, penyusunan laporan keuangan beropa neraca, nigi laba,

dananiskas;

d. Pelaksanaan kegiatan kesekretaxiatan ba^an.

6. Tugas dan Fungsi Bagian Logbtik.

•  Bagjan Logistik bertugas menyediakan dukungan kepada unit-unit kega

Kandatel dalam perencanaan, pengadaan, pexiyinq)anan pemeliharaan,

pendbtrQtusian dan pengendalian persediaan barang perangkat

telekomunikasi, sarana penunjang dan pengadministrasian umum.

• Fungsi Bagian Lcgistik meli^uti;

a. Penyusun program pengadaan barang dan jasa;

b. Pengelolaan administrasi pedengkapan;

c. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa;

d. Poigelolaan sarana umum, rumah tangga dan kesekretaiiatan bagian.

7. Tugas dan Fungsi Dlnas Pembangunan:

•  Dinas pembangunan bertugas dan bertanggung jawab atas pencapaian

sasaran pengembangan sarana telekomunikasi dan sarana penunjang.

• Fungsi Dinas Pembangunan meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Pengelolaan administrasi pembangunan;
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c. Pelaksanaan pembangunan;

d. Pengelolaan kesekretaiiataiL

8. Tugas dan Fungsi Bagian Dinas Operas! dan Pemeliharaan Sentral,

Transmlsl, dan Catu Daya (OPHAR SENTRADAYA).

•  Bagian OPHAR SENTRADAYA bertugas atas pencapaian sasaran

operas! dan dan pemeliharaan perangjkat sentral telepon, telex atau

telegrap, transmisi, dan catudaya, serta peibaikan perangkat

telekomunikasi di Kandatel.

• Fungsi Bagian OPHAR SENTRADAYA melipud:

a. Pengoperasian dan pemeliharaan sentral;

b. Pengoperasian dan pemeliharaan transmisi;

c. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penunjang;

d. Pengendalian network.

9. Tugas dan Fungsi Dinas Operas! dan Pemeliharaan Jaringan Kabel

(OPHAR JARKAB).

•  Bagian OPHAR JARKAB bertugas atas penc^aian sasaran operasi dan

pemeliharaan jaringan kabeL

• Fungsi Ba^an OPHAR JARKAB meliputi:

a. Analisis dan evaluasi konfigurasi dan unjuk kega JARKAB, serta

peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

b. Perencanaan anggaran dan rehabilitasi serta penggambaran jaringan

kabek
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c. Penyelenggaraan tata usaha dan lo^tik untuk menunjang

pengoperasian dan pemelihanian jaringan kabel dan pengelolaan sistem

infonnasi kabel;

d. Pengoperasian, pemeHharaan, dan perbaikan jaiingan kabel, fasilitas

sipil, dan MDF.

10. Tugas dan Fungs! DInas NIaga.

• Dinas Niaga bertugas atas penc^aian sasaran pemasaran dan pelayanan

jasa telekomunikasi.

•  Fungd Dinas bnaga mefiputi :

a. Perencanaan pemasaran;

b. Pengelolaan pelayanan kepada pengguna;

c. Pengelolaan pel^anan khusus;

d. Pengelolaan operas! telq>on;

e. Pengelolaan pediubungan telegrap;

f. Pengelolaan telpon umum dan warteL

11. KANCATEL

• Bertanggung jawab kq)ada KANDATEL.

3.1.3. Aktivitas Perusahaan

3.1.3.1. Jenls-Jenis Jasa yang dihasllkan

PT Telkom telah ditetapkan hanya untuk menyelenggarakan

kegjatan telekomunikasi domestik. Jasa telekomunikasi yang disediakan

Telkom dibagi dalam dua kelompok yaitu jasa telekomunikasi dan
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bukan dasar. Namun pengerdan dari dua kelompok tersebut tidak tegas

sebab teknologi telekomunikasi dan mformasi berkembang sedemikian

pesat sehingga untuk membedakan jasa telekomunikasi dasar dan non

dasar tidak mudah. Namun pada dasamya bisnis utama FT Telkom

sampai saat ini adalah meiQ^ediakan Public Switch Telephone Networic

(PSTN) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN. Public Switch

Telephone Netwoik Di Kandatel Bandar Lampung, PSTN yang

disediakan atau diselenggarakan mel^uti:

1. Jasa Telepon Dalam Negeri,

2. Jasa hiteikoneksi kepada penyelenggara Telekomunikasi lain,

3. Jasa Telepon Beigerak Sdular,

4. Jasa Sateli^

5. Jasa Lainnya.

Jasa Telepon Dalam Negeri menipakan kegiatan usaha Telkom

yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapataa Komposisi

pendapatan jasa ini mehputi bi^a pasang, biaya abodemen (langganan)

bulanan dan biaya pemakaian telq>on untuk panggilan Inkal dan jarak

jauh. Dari ketiga jenis jasa tersebu^ jasa pemakaian telepon menipakan

produk yang mengharilkan pendapatan terbesar. Peh^anan jasa dalam

negeri ini juga termasuk penyediaan Telqmn Umum, baik kartu maupun

koin. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa

telepon dalam negeri, FT Telkom juga menerima pendapatan interkoneksi

dari peiyelenggaraan telekomunikasi laim^a, seperti dari penyelenggara
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telekomuiukasi mtenusional dan Sistem Telqwn Beigerak Selular

(STBS). Sebagian besar pendapatan inteikonelcsi diperoleh dari hasil

kegasama dengan FT Indosat dan PT Satelindo. Selain pendapatan

inteikoneki^ PT Telkom jiiga beipartisipasi dalam penyelenggaraan

STBS, melahii usaha patungan ataupun dengan pola bagt hasiL

Sementara itu sejak tahun 1996 mesk^un transponder satelit

penyelenggaraa diambil alih oleh Satelindo, namun PT Telkom

menyelenggarakan jasa stasiun biuni untuk hubungan telekomunikasi

melalui sistem satelit komunikasL

Jasa telekomunikasi lainnya adalah e-mail, calling cards, telex

dan telegram. Jasa telex dan telegram daii tahun ke tahun cenderung

mengalami penurunan karena sebagian pemakai jasa lebih berminat untuk

menggunakan faksimill Menghadapi kondisi ini PT Telkom pun sudah

menandatangani memorandum of understanding dengan PT. Pos

hidonesia pada tanggal 9 Agustus 199S mengenai pengalihan

pengoperasian pengelolaan usaha telegr^.

3.1.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Pada PT Telkom Cabang

Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Adanya

PSAK No. 35

Kandatel Bandar Lampung menq>akan salah satu divisi regional

dari tujuh divisi regional yang ada. Kandatel Bandar Lanqtung adalah

bagtan daii Divisi Regional I yang dikdola oleh satu tim manajemen

yang tetpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai
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pusat investasi maupun pusat keimtungan, seita membuat laporan

keuangan sendiii Laporan keuangan PT Telkom Kandatel Bandar

Lampung meiupakan bagian daii laporan keuangan divisi regional L

Laporan keuangan konsolidasi Dhisi Regional I samapi dengan VII

disusun di kantor pusat dan menjadi bag^ dari k^ran keuangan PT

Telkom secara keseluruhan.

Untuk menjaga keseragaman dan kekonsistenan laporan

keuangan dari masing-masing Kandatel dan Dhisi, kantor pusat

menetapkan kebijakan mengenai penerapan standar alnmtansi keuangan

teimasuk penerapan pengakuan pendapatan.

Kebijakan akuntansi secara umum dan pengakuan pend^)atan

sebelum diterbiricannya PSAK No. 35 tidak mengalami perubahan

mendasar. Pelaksanaan akuntansi sebelum diterbidcannya

PSAK No. 35 PT Telkom didasari pada Keputusan Direksi Perumtel

No KD. 3483/KU00/KUG-20/1989 tanggal 21 November 1989 tentang

pedoman akuntansi keuangan. Keputusan Direksi yang mulai diter<^kan

per 1 Januari 1989 tersebut secara lengkap mengatur prinsip pelaporan

keuangan, periakuan akuntansi, bagan peridraan, klastfilcari transaksi,

dokumen dasar, model input,prosedur akuntansi dan pelaporan. Pada

tahun tahun berikutnya diteibidcan beberapa Surat Keputusan Direktur

Keuangan imtuk melengkapi pedoman akuntansi keuangan tersebut,

sepeti Keputusan Direktur Keuangan pada tahun 1990 tentang pedoman

akuntansi penjulan telq)on umum kartu, Keputusan Derektur Keuangan
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No. KD. TEL848/KU00/KUG-33/92 tentang kebijakan akuntansi

untuk kegasama Pola Ba^ Hasil (PBH), dan Keputusan Direktur

Keuangan No. KR.il/KU710/KU6-33/94 tentang pedoman akuntansi

jasa telekomunikasi Intemasional.

Terbitnya kebijakan-kebijakan tambahan tersebut semata karena

sebelunmya tldak terdapat transaksi yang serupa misalnya pelayanan jasa

telepon umum kartu yang bam d^kenalkan secra luas pada tahun

1990. Peijanjian kegasama bam tegadi pda tahun 1991-1992,

sedangjkan pedoman akuntansi jasa telekomunikasi intemasional terbit

karena pada saat itu mulai diter^kannya tarif inteikoneksi antara

peiryelenggara telepon intemasional dan PT telkom yang sebelumnya

diterapkan tarif kompensasi.

Pada tahun 1995, didasaii atas terbitnya PSAK No. 35

dikeluarkanlah Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom

NO.6/KU-710/KUG-33/95 yang menggantikan pedoman akuntansi

keuangan No. 3483/KU00/KUG-20/1989 dan Keputusan Diieksi

lainnya.

Pedoman akuntansi yang bam (PSAK NO. 35) mereklifScasi

sebaglan akun pendapatan berdasarican jenis kegiatan telekomunikasi.

Jenis kegjatan tersebut antara lain telq^on, telepon selular, telex,

telegram, dan sirkit sewa. Selain pengjdasifikasian kembali akun-akun

tersebut, terdapat beberapa hal yang berbeda anatara pedoman akuntansi

yang bam dan yang lama. Pebedaan tersebut adalah sebagai beiikut;
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1. Telepon

Dalam pedoman akunlansi yai^ lama, Pends^atan yang beiasal dari

pasang bam telepon dicatat sebagai pendapatan yang dilangguhkan

pada saat pemb^aran diterima. Untuk pendapatan ponakaian

(percakapan) telepon diakui sebagai pendapatan pada saat infoimasi

jumlah tagihan dapat diketahui sebesar tarif biaya bulanan atau pada

saat diteibi&annya bukti tagihan (billing). Sedangkan untuk

pendf^atan percakapan inteikoneksi outgoing/incoming pedoman

yang dilaksanakan adalah membukukan hak FT Telkom sebesar

bagian yang disepakati dalam perkiraan pendapatan kompensasi

telepon pada awal bulan terbhnya kwitansi. Untuk pend^tan

telepon umum koin dan telqpon umum kartu, pendapatan diakui pada

saat diambfli^a koin dan tegualnya kartu pada konsumem

Dalam pedoman akuntansi yang bam, pendapatan atas jasa pasang

bam dan mutasi diakui pada saat terminal d^langgan siap untuk

digunakan. Untuk pendapatan atas pemakaian (percakapan) telepon

fasiUtas telekomunikasi, mulai tahun 1993 ditetapkan sisitem akrual

penuh, sedangkan untuk percakapan interkoneksi outgoing/incoming

berdasaikan tarif interkoneksi Untuk pendapatan telepon umum koin

dan telepon umum kartu masih menggunakan pedoman akuntansi

keuangan yang lama.

Dalam pedoman akuntansi yang lama FT Telkom semula hanya

mengenal sistem keijasama pembangunan aktiva yaitu pihak ketiga
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membangunkan dan setelah selesai menyerahkan pada FT Telkom.

Aktiva tetap tersebut diakui dan dicatat pada saat pengalihan

kq>ennlkan dilakukan dan dinyatakan dalam berita acara serah

terima.

Dalam pedoman akuntansi yang bam, aktiva tetap daii kegasama

PBH/KSO diakui pada saat dinilainya masa kegasama sebesar biaya

p^olehan investor.

2. Telepon Selular

Untuk telq)on selular pada dasamya pengakuan pendapatannya

diakui sama dengan pengakuan pendapatan telepon.

3. Telex dan Telegram

Dalam pedoman akuntansi yang lama pendapatan telex dan telegram

dipisah,sedangkan dalam pedoman akuntansi yang bam pend^atan

telex dan telegram disatukaiL Untuk p^igakuan pendapataniqra sama

dengan pengakuan pendapatan telepon baik menumt pedoman

akuntansi yang lama maiq)un bam.

4. Sirkit sewa

Dalam pedoman akuntansi yang lama, pendapatan atas pasang bam

dan mutasi dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhakan. Dalam

pedoman akuntansi yang bam, pendapatan pasang bam dan mutasi

diakui sebagai pend^^atan tahunan pada saat sirkit siap digunakan.
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3.2. Metode penelitian

1. Ruang Ling^p Penelitian

Penulis melakukan dan menggunakan metode survey yaitu penelitian dengan

datang langsung ke lokasi pada urusan akuntansi pada bagian keuangan PT

Telkom Kandatel Bandar Lampung

2. JenisDataatau VaiiabelyangDipeilukan

Data yang diperhikan adalah data mengenai struktur oiganisasi perusahaan,

fungsi, tangggongjawab, dan wewenai^ l^otan keuaqgan sebelum dan

sesudah adanya PSAK No. 35.

3. SuniberData

Dalam melakukan penelitian ini, data yang di kumpulkan berupa dokumen-

dokumen, kebijakan-kebijakan akuntansi yang diperoleh daii Kepala Urusan

Akuntansi dan Kepala Urusan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia PT Telkom Kandatel Bandar Lampung.

4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengun^ulan data yang dipeiiukan untuk penyusunan skiipsi ini,

penulis menggunakan alat dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview

Melalui interview dilakukan tanya jawab secara langsung dengan

pihak yang d^at memb^ikan penjelasan tentang data yai^ diperiukan

dalam penyusunan skripsi ini.
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2. Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsiing

terhadap penisahaan yang menjadi objek penefitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang penulis lakukan meliputi peihandingan

penerapan laporan keuangan khususnya mengenai penerapan pengakuan

pendapatan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung dengan ketentuan

PSAK No. 35 tentang akuntansi pendapatan jasa telekomunikasL
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Teori Atas Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 35)

Ikatan Akuntan Ihdonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan

moidefinisikan jasa telekomunikasi sebagai ke^atan jasa yang meliputi jasa

pemancaran, pengjiiman atau peneiimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan

informasi dalam bentuk apapun yang disediakan oleh penyelenggara untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sarana telekomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dapat

dipisabkan dalam tiga bagjan yaitu sarana si penginm, sarana peneiima, dan sarana

transmisL Sarana pengirim dan peneiima dapat ben^a pesawat telepon baik yang

bersifat tetap maupun yang bergerak, pesawat telex, pesawat faximile, pesawat

pengirim data atau pesawat lainnya. Sarana transmisi dapat berupa kabel, serat

optik, radio, satelit, atau sistem elektromagnetik lainnya. Pengaturan trafik

informasi dan pencatatan pemakaian jasa biasanya dilakukan di sentral lokal, atau

sentral inteilokal/ sambungan langsung jarak jauh (SUJ), atau sentral gerbang

intemasional sesuai dengan tujuan penyampaian.

Melalui konfigurasi teknis sarana telekomunikasi tersebut, jasa

telekomunikari yang dihasilkan antara lain berupa jasa telepon, jasa telex, jasa

tel^ram, jasa penyaluran data, jasa faximile, jasa penggunaan sirkit, dan jasa

penggunaan transponder. Untuk beberapa jenis jasa telekomunikasi seperti jasa



51

telepon, jasa telex, dan jasa telegram, cakupan wilayah jaringaniQ^a (boundaiy

network) dapat dibedakan menjadi hubungan lokal, interlokal, dan intemasionaL

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, setiap infonnasi yang

disalurkan baik penyaluran hubungan masuk (incoming traffic) maupun hubungan

keluar (outgoing traffic) senantiasa menuntut adatiya interkoneksi jaringan

telekomunikasi antara Jaringan satu penyelenggara dengan jaringan satu atau

beber^a penyelenggara lain, baik di dalam mai^un di luar negeri. Adanya

interkoneksi jaringan teisebut tentunya menimbulkan tnagalflh akuntansi terutama

dalam hal penentuan atau pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang

dihasilkan antar pei^elenggara. Masalah akuntansi tersebut antara lain Halam hal

penentuan (a) saat pengakuan pendapatan interkoneksi (b) penentuan letak titik

interkoneksi yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban masing-masing

pihak, dan dasar pengukuran pendapatan interkoneksi yang menjadi h^ dan

kewajiban masing-masing pihak, dan (c) peilakuan akuntansi atas pendapatan

interkoneksi yang timbul dari penyaluran hubungan ke luar (outgoing ti-qffic) dan

penyaluran hubungan masuk (incoming trcffic) dan penyaluran hubungan transit

Disamping itu perkembangan industri jasa telekomunikasi yang dipacu

dengan kehijakan deregulasi dalam bisnis telekomunikasi melahu

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 telah memungkinkan keterUbatan investor

dalam bisnis telekomunikasi melalui keijasama dengan peiiyelenggara yang

diwujudkan dalam beibagai bentuk (fiantaranya yaitu bentuk kegasama yang

menimbulkan transaksi yang bersifat khusus dilihat dari sisi pengakuan dan
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pengukuran pend^atan serta pencatatan aktiva atas kegasama peiQrediaan sarana

telekofflunikasi dengan Pola Hasil (PBIQ dan kegasama peiqrediaan dan

pei^operasian (KSO) sarana telekomunikasl

Dengan dibukanya kesempatan bagj investor untuk melakukan kegasama

dengan penyelenggara dalam penyediaan sarana telekomunikasi maupun dalam

peiQrediaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi, menyebabkan adanya

masalah akuntansi yang lain terutama dalam hal pengukuran pendapatan dari

pengoperasian aktiva yai^ dikuasai oleh investor selama masa ke^asama

beriangsung, perlakuan akuntansi atas aktiva yang akan diteiima dari investor pada

akhir masa kegasama, cara pengukuran aktiva dan penentuan kewajiban yang

timbul selama masa kegasama beriangsung serta informasi yang hams

dhingkapkan sehubungan dengan kegasama tersebut

Karena timbulnya masalah-masalah tersebut diatas, Hcatan Akuntan

hidonesia pada tanggal 7 September 1994 mengeluaikan Fernyataan Standar

Akuntansi Keuangan No. 35 tentang pendapatan jasa telekomunikasi yai^ secara

efektif mulai beilaku untuk laporan keuangan yang disusim untuk periode yang

dimulai atau setelah tan^al 1 Januari 1995. Tujuan utama diteibitkannya PSAK

No.35 yaitu untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi dan cara pengukuran

pendapatan jasa telekomunikasL Kehiamya pemyataan tersebut sangat diperhikan

mengjngat akhir-akhir ini dunia telekomunikasi di Indonesia berkembang semakin

pesat. Standar akuntansi untuk jasa telekomunikasi saiigat penting untuk memenuhi

tujuan laporan keuangan.
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Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 mengelompokkan

pendapatan jasa telekomunikasi kedalam tiga jenis berdasaikan akthdtas sumber

perolehan pendapatan yakni (a) jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiii,

(b) jasa telekomunikasi inteikoneksi dan (c) jasa telekomunikasi yang dilaksanakan

melalui kegasama dengan investor.

Pengukuran pendapatan atas ketiga kelompok tersebut adalah sebagai

berikut:

a) Jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri:

•  Pendapatan jasa pemasangan bam dan mutasi yang diakui pada saat

terminal pelanggan siap untuk digunakan.

•  Pendapatan atas pemakaian fasilitas telekomunikasi diukur berdasaikan

tarif dan satuan pemakaian seperti pulsa, menit, kata dan satuan ukuran

lainnya. Dengan demikian, pendapatan diakui sesuai dengan realisasi

penggunaan selama periode begalan.

•  Pendapatan jasa yang penggunaannya berhubungan dengan sarana

telekomunikasi sqierti jasa penggunaan sukit, penggunaan tran^onder

sateHt dan penggunaan peran^t lainnya diakui berdasarkan realisasi

penggunaan selama periode be^alan.

•  Pendapatan pemakaian telepon umum coin diakui pada saat coin diambiL

•  Pendapatan atas penjualan kartu telepon diakui pada saat kartu

diserahkan, kecuali terdapat metode estlmasi yang lebih andaL
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b) Jasa telekomunikasi interkoneksi:

•  Pendapatan jasa telekomunikasi yang timbul daii interkoneksi untuk

hubungan lokal, interiokal dan hubungan transit diakui sebesar bagjan

pendapatan masing-masing penyelenggara yang ditentukan sesuai dengan

peijanjian kontraktual dengan penyelenggara lain.

•  Pendapatan jasa telekomunikasi yang timbul daii interkoneksi untuk

hubungan intemasional termasuk hubungan transit diakui sebesar bagian

pendapatan masing-masing penyelenggara untuk periode beijalan yang

ditentukan sesuai dengan konvensi intemasional tentang pembagian

interkoneksL

•  Apabila informasi tentang jumlah bagian pendapatan sebenan^a untuk

periode begalan belum diketahui jumlahnya harus ditentukan berdasarkan

estimasi yang layak.

c). Jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kegasama dengan investor:

•  Pendapatan jasa telekomunikasi dati kegasama diakui sebesar bagian

pendapatan sebenamya untuk periode begalan sesuai derigan perjanjian

kontraktual

•  Isi peganjian kontraktual antaia lain mengatur masalah sebagai berikut

(a) apabila terdapat kepastian bahwa penyelenggara akan memperoleh

suatu aktiva yang petiyerahan kepetmlikatuiya bam dilaksanakan pada

akhir masa keijasama, (b) perryelenggara terbebas dari tuntutan hukum

pihak ketiga atas perolehan aktiva tersebut, dan (c) peganjian tidak dapat
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dibatalkan (irrevocable), maka aktiva t^sebut hanis diakui oleh

penyelenggara sebagai aktiva tetap kegasama yang dicatat sebesar biaya

perolehan aktiva oleh investor dengan akun tandtngan pendapatan yang

ditangguhkan.

Berdasaikan PSAK No. 35 tersebut diatas yang mengatur tentang akuntansi

pendapatan jasa telekomunikasi, dapat disimpulkan bahwa:

a) Ikatan Akiintan Indonesia telah berups^a untuk menetapkan standar akuntansi

sektor industri jasa telekomunikasi dalam ran^:

•  menyeragamkan pedakuan akuntansi penisahaan jasa telekomunikasi di

Indonesia.

mengatasi kelemahan atau kekurangan standar akuntansi keuangan umum

yang sebehimnya diterapkan oleh penisahaan jasa telekomunikasi

mengakomodasi perkembangan teknolo^ dan kegiatan usaha jasa

telekomunikasi, sehingga kegiatan akuntansi tidak terringgal.

b) Pengelonipokkan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi menjadi tiga jenis

didasaikan atas aktivitas atau sumber pendapatannya, bukan berdasaikan jenis

pelayanan yang disediakan PT Telkom. Sebagai contoh, PT Tetkom Cabang

Bandar Lampung menyajikan pos pendapatan berdasarkan jenis jasa pelayanan

telqion tennasuk telepon selular , telegram, telex, siikit sewa dan pos

pendapatan lainnya. Pengelompokkan jenis pendapatan tidak berdasaikan

sumber pendapatan sebagaimana diuraikan dalam PSAK No. 35. Hal ini dapat

dipahami karena PSAK No. 35 menipakan pedoman umum mengenai praktik
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akuntansi daa pengakuan pendapatan bagi perosahaan jasa telekomunikasL

Oleh karena itu secara lebih spesijBk FT Telkom menertntkan Surat Keputusan

Direktur Keuangan No. KR-6/KU-710/KXrG-33/95 tanggal 25 April 1995

tentang kebijakan akuntansi FT Telkom yang mengatur toitang Fedoman

Akuntansi Keuangan.

c) Dengan adaiQra ketentuan bagi penisahaan jasa telekomunikasi Ailam

pengukuran pendapatan jasa komunikasi dihaiapkan tujuan kuaUtatif penyajian

laporan keuangan d^at tercapai Sebagai contoh yaitu tujuan kuafitalif '^daya

banding". Dalam hal ini pemakai hanis dapat membandingkan,

men^dentifikasikan kecenderungan posisi dan kineria laporan keuangan

penisahaan antar periode. Selain itu pemakai diharapkan dapat

mempeibandingkan laporan keuangan dan mengevaluasi posisi dan kinega

keuangan serta perubahan posisi keuangan antar penisahaan secara relatif. Oleh

karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan

peristiwa yang serupa hams dilakukan secara konsisten. Apabila pemakai tngin

membandingkan posisi dan kineria keuangan serta perobahan posisi keuangan

antar periode maka penisahaan perlu menyajikan infonnasi periode sebehimnya

dalam laporan keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat

diperbandingkan yang hams dipenuhi adalah adaiQra kewajiban ba^ penisahaan

imtuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digimakan dalam penyusunan

laporan keuangan dan pembahan serta pengamh teihadap pembahan tersebut.

Sebelum adanya FSAK No. 35, FT Telkom mengeluaikan pedoman akuntansi
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keuangan yang mengacu pada standar akuntansi umum dan menetapkan

kebijakan tersendiri. Namun setelah adanya PSAK No. 35 yang menetapkan

kebijakan tentang pengakuan pendapatan untuk semua perusahaan jasa

telekcmimikaa yang ada di Indonesia, PT Telkom meneibitkan Suiat

Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No.6«:U-710/KUa-33/95

tentang Pedoman Akuntansi Keuangan yang merupakan penjabaran dan

ketentuan PSAK No. 35.

Salah satu contoh daii kebijakan akuntana PT Telkom yang lama yaitu

mengenai pendapatan konqiensasL Dalam Surat Keputusan Direktur Keuangan

PT Telkom No.6/KU-710/KUG-33/95 ditetapkan bahwa pendapatan

kompensasi dilakukan atas dasar persentase. Namun sejak tahun 1995

pengakuan pendapatan kompensasi yang disajikan dalam laporan laba rugi

tahun 1994 tidak dapat lagi dibandingkan karena dalam lapoian laba rugi 1995

pos pendapatan kompensasi diubah meiyadi pendapatan per jenis jasa yang

dihasilkan yaitu telepon, telepon sehilar, telex dan telegram serta siikit sewa. IM

ini disebabkan sejak tahun 1995 pengakuan pendapatan pada jenis jasa yang

dihasilkan dan pengakuan pendapatannya berdasaikan taiif inteiiconeksi, bukan

berdasaikan persentase tertentu (kompensasi).

d) PSAK No. 35 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan

kebijakan akuntansi perusahaan. Meskipun salah satu dari konsep dasar

akuntansi adalah kewajiban peusahaan untuk mencatat setiap transaksi atas

dasar akrual, namun tidak semuanya harus mengacu pada konsep dasar
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tersebut Teb^i hanis disesuaikan terhadap hakekat transaksi dan realitas

kejadiannya. Sebagai contoh pendapatan pemakaian telepon biasa seperd

telq}on untuk nunah tapgga dapat diakui secara aknial, sedangkan untuk

pend^atan telepon umum koin FT Telkom Kandatel Bandar Lampung

menggunakan metode cash basis dimana pendapatannya diakui pada saat

diterimanya kas atau diambilnya koin. Hal ini sesuai dengan konsep pengskuan

pendapatan bahwa pengh^ilan diakui dalam laporan laba rugi apabila

terdapat metode pengukuran yang andaL Namun bila tidak terdapat metode

pengukuran yang andal seperti pada jasa telepon iimum koin, pendapatan tidak

dapat diukur secara pasti sehingga diakui atas dasar cash basis,

e) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi seti^ hubungan yang disalurkan

senantiasa menuntut adanya keteihubungan (interkoneksi) jaringan

telekomunikasi yang ada antara jaringan satu penyelei^gara dengan jaringan

penyelenggara lain di dalam negeii atau di luar negeri. Adanya interkoneksi

tersebut menyebabkan timbulnya masalah akuntansi terutama dalam penentuan

pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasOkan bersama oleh

beberapa penyelenggara yang mdiputi kapan pendapatan harus dicatat atau

diakui dan dimana letak titik inteikoneksi yang menjadi dasar penentuan hak

dan kewajiban masing-masing pihak penyelenggara, serta apa dasar

pengukuran pendapatan dan perlakuan akuntansi atas pendapatan interkoneksi

Sesuai dengan PSAK No. 35, pendapatan atas jasa telekomunikasi inteikoneksi
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sebesar hak yang ditetapkan dalam peganjian kontraktual peganjian kontraktual

yang telah disepakati.

Q Dalam bisnis telekomunikasi, telah memungkinkan keterlibatan investor melalui

keijasama dengan penyelen^ara yang diwujudkan dalam beibagai bentuk.

Kalau semula keijasama hanya bersifat pembangunan aktiva teti^ oleh pihak

ketiga, yang nantiiiya akan dipeigunakan untuk kepentingan telekomunikad

pihak ketiga tosebut, kemudian berkembang menjadi kegasama dengan Pola

Hasil (PBH) dan selanjutnya juga dikenal kegasama penyediaan dan

pengoperaaan (KSO) sarana telekomunikasi. Pendapatan kegasama berasal

dari kegasama penyediaan sarana dan pengoperasian diakui pada saat informasi

diperoleh sebesar yang menjadi hak penisahaan sesuai dengan peganjian

kontraktualnya. Alokasi pend^atan yang ditangguhkan yang timbul pada saat

pengakuan aktiva keijasama diakui secara periodik sebesar alokasi periode

begalan. Pengaturan secara rinci diatur dalam hubungan tentang keijasama.

Berdasaikan uraian kesin^ulan diatas tampak bahwa Pemyataan Standar

Akuntansi Keuangan No. 35 tentang Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi

ditujukan untuk mengatur cara pengukuran dan pengakuan pendapatan jasa

telekomunikasi secara lebih spesifik dan disesuaikan dengan peikembangan jasa

telekomunikasi, sehingga kegiatan akuntansi oleh beibagai penyelenggara jasa

telekomunikasi, termasuk PT Telkom Kandatel Bandar Lampung tidak tertinggal

dan dapat dibandingkan.
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4.2. Analisis Ferubahan Penerapan KebUafcan Dan PrakUk Akuntansi Yang

Dilaksanakan Kandatel Bandar Lampug.

Untuk menganalisis perubahan penerapan kebijakan akuntansi FT. Telkom

sebelum dan sesudah diterbilkannya PSAK No. 35, penulis akan membahas sesuai

denganpener2q)anyang dilakukan Kandatel Bandar Lampung.

Pendapatan yang dq>eroleh daii kegiatan pengelolaan telekomunikasi, seperti

yang dilapoikan dalam perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah dherbitikannya

PSAK No. 35 penulis kelompokkan menjadi pendapatan;

1. Telepon

2. Telepon sehilar

3. Telex dan Telegram

4. Sirkit sewa

Pengelompokkan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak diterapkannya

PSAK No.35, jasa yang dihasilkan ICandatel Bandar Lampung relatif sama,

meskipun sumber pendapatannya berbeda tidak berubah.

1. Telepon

Pendapatan telepon terdiii dari dua sub pendapatan yaitu (a) pendapatan

pasang bara dan mutasi, (b) pendapatan pemakaian (percakapan) telepon.
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a) Pendapatan Pasang Baru dan Mutasi

Sebehim diterapkan ketentuan PSAK No.35 dan Surat Keputusan Direktur

Keuangan FT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 penerimaan

pemb^raran imtuk pasang baiu dan mutasi dicatat sebagai pendj^atan yang

ditanggguhkan. Setelah teibitnya PSAK No. 35 dan Surat Kqtutusan Direktur

Keuangan PT Telkom tersebut di atas, pendapatan pasang bam dan mutasi

diakui pada saat temunal di pelanggan si^ untuk digunakan. Namun pada

praktiknya, dengan alasan kepraktisan pencatatan, pend^^atan diakui pada

saat Kandatel Bandar Lan^ung meneiima pembayaran pasang bam atau

mutasi, baik sebagjan maupun seluruhnya. Kemudian pada akhir peiiode

akuntansi dilakukan invmtansasi terhadap jumlah sambungan telepon yang

dipasarkan yang telah diterima pembayarannya tetapi belum berfungsi. Jundah

tersebut dicatat sebagai koreksi atas pendapatan yang telah dilakukan dan

dicatat sebagai pend^atan di terima dimuka.

Akhir-akhir ini, pemb^aran atas pemasangan bam dapat dicicil Pencatatan

yang dilakukan pemsahaan adalah atas transaksi ini yaitu dengan mencatat kas

(debet) sebesar uang muka yang diteiima, piutang (debet) sebesar sisa

angsuran dengan peikiraan lawan pendapatan tdqmn (kredit).
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Juraal sebelum adanya PSAK No. 35 (asset approach):

(a) Padasaatpenerimaanpembayaiandimuka:

Kas XXX

Pendapatan telepon yang ditangguhkan xxx

(b) setelah pasang baru atau mutasi selesjd (sarana telepon siap digunakan):

Pendapatan yang ditan^uhkan xxx
Pendapatan telepon xxx

Jumal setelah adanya PSAK No. 35 (revenue approach):

(a) pada saat meneiima pemb^aran tunai:

Kas xxx

Pendapatan telepon xxx

(b) Untuk pemasangan baru dengan cicilan di jumal:

Kas xxx

Phitang pasang bam xxx
Pendapatan telepon xxx

(c) Padasaatkoreksiataspasangantelqxm yang belum siap digunakan:

Pendapatan telepon xxx
Pendapatan dimuka xxx

Dengan denutdan, dapat disin^ulkan bahwa berdasaikan kebijakan akuntansi

lama, PT Telkom fCandatel Bandar Lampung menganut pengakuan

pendapatan berdasaikan pendekatan asset (asset qpproach) sedangkan setelah

diten^kannya PSAK NO. 35 menggunakan ^dekatan penghasilan
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(revenue approach)^ tetapi karena alasan kepraktisan, revenue approach

dhibah menjadi asset cppproach.

b) Pendapatan pemakaian (percakapan) telepon

Pendapatan pemakaian telepon untuk perumahan, industii dan lain

sebagainya sebehim adanya PSAK No.3S dan Surat Keputusan Direktur

Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG>33/9S diakui pada saat

pemb^Q^aran diterima (cash basis). Setelah dibedakukannya PSAK No. 3S

dan Surat Keputusan tersebul, pendapatan atas pemakaian (percakapan)

telqion diakui sebesar realisasi pemakaian sebenamya selama bulan

tegadinya pemakaian (dkruoi basis). Pencatatan pendi^atan didasaikan

pada bukti Tagihan (billing) yang diterbidcan, sehingga jumal untuk

mencatat pendapatan pemakaian (percakapan) telepon adalah sebagai

beiikut:

Phitang XXX
Pendapatan telepon xxx

Berbeda dengan pengakuan pendapatan untuk perumahan, industii dan Iain-

lain, pendapatan atas pemakaian jasa telqpon umum koin diakui pada saat

koin diambil (cash bads). Dengan demikian, jumal yang dibuat PT Telkom

Bandar Lanqiung adalah sebabgai beiikut:

kas xxx

pendapatan telepon - koin xxx
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Sedan^can untuk pemakaian jasa telepon umum dengan kartu

pendapatannya diakui pada saat kartu diserahkan. Jumal:

kas XXX

pendapatan telepon - kartu xxx

Peilakuan akuntansi ini, baik untuk pengakuan pendapatan jasa telepon

umum koin maupun kartu yang diterapakan PT Telkom Kandatel Bandar

Lampung beriaku baik sebehim terbitnya PSAK No. 35 maupun setelah adanya

PSAK No. 35.

Secara teoiitis, pengakuan pendapatan telepon dOakukan hanya bila besar

kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan

mengalir kepada penisahaan. dalam hal pengakuan pendapatan telepon kartu,

timbul pennasalahan mei^pa untuk penjualan kartu telepon pendapatan sudah

diakui sebelum jasa diberikan kepada pelanggan? Mengapa tidak sebagai hutang

penisahaan sampai dengan realisasi pemakaian kartu tersebut ?

Dalam penjualan kartu telepon, pelanggan tidak bisa mengklaim nilai pulsa

yang masih dimilikinya kepada penisahaan. Disamping itu, pelanggan dapat

men^unakan kartu yang dimiliki kapai^un dan dimanapun di tempat telepon

kartu diselunih wilayah Indonesia.

Karena sudah mengalinqra man£iat ekonomi sehubungan dengan transaksi

tersebut ke dalam penisahaan dan tidak adat^ra dasar untuk mengakui hutai^ ba^

penisahaan, maka penjualan kartu telepon sudah dapat diakui pendapatannya pada
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saat kartu (fijual, karena tingakt kepastian mengalirnya manfaat ekonoini sangat

tidak diragukan. SebalikiQ^a dalam hal pengakuan pendapatan jasa telepon umum

dengan koin, FT Telkom Kandatel Bandar Lampung tidak dapat mengestimasi

manfaat ekonomi yang mengalir ke dalam perusahaan. Oleh sebab itu, pendapatan

telepon umum koin hai^a dilakukan pada saat koin diambil (cash basis).

Dalam pedoman akuntand keumigan yang bani, PT Telkom membagi

pendapatan atas percakapan outgoing/incoming yang melibadcan interkoneksi

jaringan dengan penyelei^gara lain didasarkan atas metode pengakuan pendapatan

berdasaikan tarif interkoneksi.

Dalam hal penyajian atas pengakuan pendapatan berdasarkan tarif

interkoneksi, PT Telkom menetapkan bahwa percakapan lokal, interlokal, SLJJ

outgoing diperlakukan sebagai pendapatan PT Telkom seluruhnya. Sedangkan

percakapan intemasional outgoing (dari pelanggan PT Telkom ke luar negeti)

diperlakukan sebagai pendapatan penyelenggara jasa telekomunikasi intemasional

( PT hidosat dan Satelindo) dengan mendebet "inutang PT X dipelanggan"

sebagai perkiraan aktiva lainnya dan men^credit "pendapatan PT X d^langgan"

sebagai perkiraan kewajiban laini^a.

Pedoman akuntansi keuangan yang lama juga menetapkan kebijakan yar^

sejenis, hanya saja peikiraanriya betbeda yaitu perkiraan "konqrensasi".

Yang membedakan antara sistem kompensasi yang dianut sebelum

drterapkanrQ^a PSAK No. 35 dengan sistem tarif interkoneksi yang dianut
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sekarang adalah bahwa dalam tarif interkoneksi perhitungan hak PT Telkom

dihitung berdasaikan tartf tertentu untuk setiap kebeiliasilan panggQan atau

sambungan dan lamanya peicakapan, misalnya untuk setiap panggQan sebagai tarif

akses ditetq>kan tarif sebesar Rp. 500,00, untuk setiap pan^Qan tarif perintisan

dikenakan tarif sebesar Rp. 750,00 dan untuk setiap menit percakapan dikenakan

tarif pemakaian sebesar Rp. 300,00. Karena dihitung berdasaikan kebeihasQan

sambungan atau panggQan, maka penerimaan PT Telkom dari penyelenggara jasa

telekomunQcasi intemasional tidak lagi dOiitung dari jumlah tagjhan kepada

pelanggan yang teib^ar seperti dalam sistem kompensasL

Dalam sistem kompensasi hak masing-masing penyelenggara di hitung

b^rdasarkan persentase dari jumlah pendapatan dalam suatu periode dan realisasi

hak tersebut sebesar persentase dari tagOian yang teibayar.

Pendapatan telepon yang berasal dari kegasama di bidang penyelenggara

telekomunikasi disebut pendapatan dengan sistem Pola Bagi HasQ (PBH). Pada

prinsipnya investor memperoleh bagian pendapatan dari investasi yang dOakukan

dalam pembangunan fasQitas telekomunikasi sesuai ketentuan dalam Surat

Kq)utusan Direktur No.S48/KU00/iCUCh-33/92, pelaksanaan PBH adalah sebagai

berikut:

•  KepemQQdcan aset selama PBH tetap berada pada investor dan pengalihannya

dQakukan setelah masa PBH.
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• Penyusutan selama masa PBH dilakukan oleh investor.

Karena dua faktor diatas, pengukuran pendapatan dan biaya yang

diterq)kan adalah sebagai benkut:

•  selama proses penyelesaian dan penandatanganan kontiak PBI^ bi^a yang

dikeluaikan PT Telkom dicatat sebagai biaya usaha. Biaya-biaya tersebut

terdiri dari biaya pelaksanaan rapat, biaya yang dikeluarkan dalam rangk^

pelelangan pekegaan, biaya survei lapangan dan sebagaii^ra.

•  selama periode pelaksanaan pembangunan, biaya yang dikeluarkan

PT Telkom hanya terbatas pada biaya pengawasan kegiatan pembangunan dan

dibukukan sebagai biaya usaha pada saat tegadinya.

•  selama periode pengoperasian, pendapatan dibagi sesuai dengan peijanjian

(kontrak) dan PT Telkom mengakui dan membukukan sebesar bagian yang

menjadi haknya. Di sisi lain, semua biaya yang timbul dari pengoperasian

perangikat telekomunikasi diakui dan di bebankan sebagai buya untuk

PT Telkom, sedangkan investor mei^eluaikan biaya pembangunan untuk

aktiva tersebut sampai dengan siap dioperasikan, setelah itu seluruh biaya

dialihkan dan menjadi tanggungjawab PT Telkom.

•  Pada saat pengalihan pemilikan, berdasarkan Berita Acara serah terima,

PT Telkom membukukannya sebagai aktiva tetap dengan perkiraan lawan

tambahan modal PT Telkom.
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Pradapatan telepon yang diperoleh dari aktiva kegasama Pola Bagi Hasil

diakui secara teipisah dengan pendapatan yang dihasiUcan oleh aktiva milik

penisahaan. Jumlah pendapatan yang diakui adalah sebesar hak penisahaan,

sedangkan hak mitra usaha diakui sebagai kewajiban pada niitra usaha. Terdapat

tiga dasar dalam pengakuan pendapatan dari aktiva kegasama Pola Bagi Hasil

sesuai dengan peganjian kegasama yang disqukati, yaitu atas dasar tarif tetq), atas

dasar peisentase pendapatan yang (hsepakati, dan atas dasar peisentase peneriman

pendapatan.

2. Telepon selular

Telepon selular adal;^ suatu alat telekomunikasi tanpa menggunakan kabel

tetapi menggunakan gelombang melalui transponder satelit Pendq)atan telepon

selular juga terdiri dari dua sub pendapatan sama seperti pendapatan telepon

yaitu pendapatan pasang baru dan mutasi dan pendapatan pemakaian

(percakapan) telepon. Pada dasamya periakuan pengakuan akuntansi untuk

pendapatan telepon selular pada Kandatel Bandar Lampung sama dengan

pengakuan pendapatan untuk telepon, baik untuk pendapatan pemasangan baru

dan mutasi maupun pendapatan atas pemakaian (percakapan) telepon.

3. Telex dan Telegram

Dalam pedoman akuntansi yang baru, pada dasamya, periakuan akuntansi

terhadap pengakuan pendapatan imtuk telex dan telegram sama dengan
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pengakuan pradapatan iintuk telepon, baik untuk pendapatan pasang baro dan

mutasi maupun pendapatan atas pemakaian. Oleh karena alat telekomunikasi

untuk telex dan telegram relatif sama, pada laporan laba rugi setelah adanya

PSAK No. 35 perkiraan pendapatan untuk telex dan telegram disatukan.

Pedoman akuntanai keuangan yang lama juga menetapkan kebijakan yang

sejenis hanya peikiraanya yang berbeda . Kalau dulu dipisahkan antara telex

dan telegram, sejak diterapkaimya PSAK No. 35 perldraanya disatukan.

4. Sirldt Sewa

Pendapatan pemasangan baru dan mutasi siddt sewa diperiakukan sebagai

pendapatan tahunan begalan pada saat siddt dixyatakan siap untuk digunakan.

Sebelumnya pendapatan pasang baru dan mutasi sirkit sama dengan pendapatan

pasang baru dan mutasi telepon. Dengan demikian pendapatan sirkit sewa yang

diterapkan Kandatel Bandar Lampung menggunakan asumsi dasar Standar

Akuntansi Keuangan yakni penerapan pengakuan pendapatan atas dasar akrual,

sefaingga pendapatan diakui setelah jasa diberikan dan d^at dinilanati oleh

pelan^an serta dapat dibuatkan tag^hannya, tanpa menunggu tagihan tersebut

dibayar.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi

sebehun dan sesudah terbitnya PSAK No. 35 pada FT Telkom Kandatel Bandar

Lampung dapat diikhtisaikan sebagai beiikut:
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Jenls-Jenls Jasa Yang
DlhasUkan

Pengakuan Fendapatan

Sebelum Terbttn^ FSAK
No. 35

Sesudah Terbitpya FSAK
No.35

1. Teteponatautelepon
sehdar

pendapatan telepon yang
oerasaldaii:
a. Pasang bam dicatat sebagai

pendapatan yang
ditan^uhkan pada saat
pembayaian dStemna
(asset (g?proach).

Pendapatan telepon yang
bemsai dari:
a. pasang bam diakui pada

saat tenninal d^laiiggan
siap untuk digimakan
(revenue tqwroaM
Namun pada praktdoiya
untuk memudahakan
pencatatan pendapatan
diakui pada saatpembaya
ran ditedma dan dikor^
sebesar pendapatan yang
ditangguhkan
(asset approach).

b. pemalcaian tel^on diaKm
pada saatpembaj^aian
ditedma (cash basis).

b. pemalcaian telepon diakui
seb^ penda^tan pada
saat bulan dimana t^adi
pemakaian (akrual basis).

c. telraon lunum com diakm
pada saat coin diambQ

c. telepon umum com
diambil pada saat coin
diambiL

d. tei^n umum icaitu diakm
pada saat kaitu teituaL

d. telepon umum kaitu diakui
pada saat kartuterjuaL

e. percakapanmtetkoneksi
oakui sebesar bagian yang
disepakati dan
membukukannya sebesar
hak PTTelkom, dalam
peddiaan pendapatan
kompensasi tel^on^ telex
pada awal bulan b^alan
terbitnyakwitansi. Setisih
antara tagihan percakapan
intemasional dicatat
sebagai hutaim kepada
Indosat dan akan dilunasi
sebesar tagihan yang
teibajrar oTehpdan^an

e pemakaian telqiondengan
melibadcan ket^iibungan
janngan lain menggunakan
metode berdasarkan tanf
inteikoneksL Berdasarkan
tarif
interkoneksi,percakapan
yangmelibatkan
keterhubungan janngan
dengan penyelen^aia lain
dipeilakukan sebagai
pendapatan telkom
keselumhan. Peiusahaan
menanggungbeban
intedconeksimiada
penyelenggaia lain sesuai
dengan p^turan yang
bedakaTediadap
peicak^an inteikoneksi
(outgoing irtffflc)
mtemasionakFTTelkom
akanmemperoleh
pendapatan akses dari
penyelenggaia lain sesuai
denmm tanf vang bedaku

t. ke^asamapienibangunan
akova tetap dimana jnhak
ketiga membangunkan
aktiva tetap dan
menyerahkanya kepada
PTT^om.AMva
teisebut diakui dan
dicatat FT Telkom rada
saat p^alDian penuldtan
dilaloikan dan dinyatakan
dalam bedta acaia seiah
teiima

t; Fendapatan telepon yang
dgieioleh dan aktiva
kmasama pola b^ hasil
diakui secaia teipisah
dengan pendapatan yang
dihasOkan olen aktiva
milikperusahaan.
Pendapatan yang diakui
adalah sebe^nak
penisahaan sedangkanhak
mitra usaha diakui sebagai
kewajiban kepada mitra
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usatia. Ualamtiaimi
terdapat 3 dasar
pengakuan pendapatan
yaitu atas dasar taiiftetap,
atas dasar peisentase
pendapatan yang
disepakati dan atas dasar
peisentase penerhnaan
pendapatan.

2. Telex telex diakinpada saat
ditemnanya m (cash basis).

Paoa dasamya pedakuan atas
pengakuan pendtqntan telex
sama dengan pengakuan
pendapatan telepon
(cash oasis).

3. Tel^ram telegram dialcuipada saat
diterimanya kas (cash basis).

Pengakuan pendapatan untuk
telegrain sama dengan
pengakuan pendapatan untuk
telepon (cash basis).

4.Sirkltsciwa pasang bam dan mutasi siriat
dicatat sebagai pendapatan
yang ditan^uhkan
(asset approach).

pasang bam dan mutasi sirkit
kngguian dipedakukan
sebam pendapatan tahun
beijaian pada saat addt
dinyatal^ siap untuk
digunakan. Pengakuan
pendapatan dilakukan pada
saat pelanggan melakukan
pembayaian pasang bam atau
mutasi (cash basis).
Pendapatan bulanan siddt
yang mempakan hak
pemsahaan diakui secara
bulanan pada saat diperoleh
infoimasi jumlahtagihannya
yaitu rekapitulasi pendapatan
sirkit (akrual basis).

4.3. Analisis Terhadap Dampak Awa] Penerapan PSAK No. 35 Terhadap

Laporan Keuangan Kandatel Bandar Lampung

Sebagaimana telah diun^pkan dimuka, setelah Ikatan Akuntan Indonesia

menerbi&an PSAK No. 35 tentang akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi, FT

Telkom menerbitkan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom

No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 tentang pedoman akuntansi keuangan PT Telkom

yang bam dalam rangka menyempurnakan pedoman akuntansi keuangan yang

lama. Pedoman ini diberiakukan secara nasional, termasuk Kandatel Bandar

Lampung.
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Dampak perubahan yang signiiGkan dari penerapan PSAK No. 35 dan Surat

Keputusan Direktur Keuangan FT TeDcom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95

terhadap pengakuan pendapatan penyajian laporan keuangan Kandatel Bandar

Lampung adalah sebagai berikut:

a. Sebelum tahun 1995 bentuk penyajian laporan keuangan PT Telkom

khususnya urutan pos-pos neraca disusun mulai dari akriva yang men^unyai

umiu: ekononds yang teipanjang (paling tidak likuid) kemudian menyusul

penguraian aktiva lancar (paling likuid). Sejak tahun 1995 penyajian neraca

tersebut diubah susunanya sebagaimana dtwajibkan Standar Akuntansi

Keuangan yaitu aktiva lancar terlebih dahuhi baru kemudian aktiva tetap. Atas

perubahan kebijakan tersebut laporan keuangan PT Telkom termasuk laporan

keuangan Kandatel Bandar Lampung menjadi lebih mudA dq)erbandingkan

dengan laporan keuangan perusahaan jasa telekomunikasi lain yang sejenis.

Berdasarkan sumbemya pend^atan jasa telekomunikasi dikelompokkan

menjadi tiga jenis jasa yaitu jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiii,

jasa telekomunikasi interkoneksi, dan jasa telekomunikasi kegasama dengan

investor. Namun jasa telekomunikasi yang dihasilkan dari ketiga jenis sumber

pendapatan jasa sebagaimana diuraikan dalam PSAK No. 35 adalah sama

yaitu jasa telepon, telqwn selular, telex dan telegram, dan sirkit sewa. Dengan

demikian tata cara pengakuan pendapatan untuk jenis jasa tersebut antara

pedoman akuntansi yang lama dan PSAK No. 35 tidak banyak mengalami
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perubahan yapg mendasar atau tidak beipenganih teibadap laba yang ditahan

tahun-tahun sebelunuQ^a (lihat 4.2).

c. Pengaruh penen^an PSAK No. 35 dan Siirat Keputusan Direktur Keuangan

PT Telkom No. KR.6/ KU-710/ ICUG-33/95 tediadap penyajian pos laba rugi

antara lain yaitu terdapat beberapa pos pendapatan tambahan sehubungan

dengan perkembangan pel^anan jasa telekomunikasi seperti pend^tan yang

berasal dari interkoneksi dan keijasama dengan investor. Perkiiaan pendapatan

untuk interkoneksi sebelum tahun 1995 didalam laporan laba ru^ dinamakan

sebagai pendapatan kompensasi, tetapi setelah adanya PSAK No. 35 dan

Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-

33/95 pendapatan konipensasi teisebut dihapuskan, karena jenis-jenis

pendapatan yang dihasOkan PT Telkom adalah sama seperti telepon, telepon

setular, telex dan telegram, dan sirkit sewa. Hal yang berbeda adalah masalah

poientuan jumlah pendapatan. Apabila pada sistem kompensasi pengakuan

pendapatannya atas dasar persentase, sejak adanya PSAK No. 35 digunakan

sistem tarif.

Pendapatan STKB-C yang disajikan dalam perhitungan laba rugi sebelum

tahun 1995 dan pendapatan selular setelah tahun 1995 adalah sama hanya saja

nama peiidraanya yang berbeda. Sedangkan pendapatan telex dan telegram

yang dulu dipisahkan, sekarang digabungkan dalam peikiraan 'Helex dan

telegram" untuk memudahkan pencatatan dengan alasan alat telekomunikasi

yang digunakan untuk telex dan telegram relatif sama.
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Bchtisar atas dampak penerapan PSAK No. 35 terhadap petiyajian pos-pos

pendapaatan pada Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

PERKIRAAN 1994 1995 PERUBAHAN

Pendapatan Usaba

1. PendqntantelqKm Rp. 37.400.974.101 Rp. 55.462.540.643 Rp. 18.061.5^.542

2. Pendqt^an telex Rp. 676.622.800 0 Rp. 676.622.800

3. Pendqiataa tdegtam Rp. 198J65.835 0 Rp. 198.965.835

4.Pendq)dantelex 0 Rp. 779.107.006 Rp. 779.107.006

dan telegram

5. Pendqratan sirldt Rp. 185.000 Rp. 4.950.000 Rp. 4.765.000

sewa

d.Pendqntan 0 0 0

komrniilcasi radio

7. Pendqntan SKOP 0 0 0

8. Pendipatan sewa 0 0 0

SBK

9. Pendq»tan STBK-C Rp. 131.747.039 0 Rp. 131.747.039

10. Pend^atan seluler 0 Rp. 523.752.571 Rp. 523.751571

ll.Pend^atan I^. 570.069.383 0 Rp.570.069.383

kompensasi

12. PeRdq>atan jasa 0 Rp. 3.471.250 Rp. 3.471.250

ruMtambah

13. Pendqratan opeiasi

lainnya

Rp. 70.587.787 Rp. 688.844.284 Rp. 618.256.497

Total pendapatan Rp. 39.049.151.945 Rp. 56.773.821.470 Rp. 20.450.585.830

luaba

Pendapatan non Rp. 348.626.066 Rp. 688.844.284 Rp.340J18J18

luaba

TOTAL Rp.39J97.778.011 Rp. 57.462.665.754 Rp. 20.790.804.048

PENDAPATAN
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BABV

RANGKUMAN KESELURUHAN

Salah satu faktor yang mempercepat era globalisasi adalah teknologi

telekomunikasL Perkembangan yang pesat dibidang teknologi telekomunikasi (k^at

mengatasi kendala niang dan waktu yang sangat dirasakan manfaatnya bagi

perkembangan perekonomian dunia. Teknologi telekomunikasi memungldukan para

pengusaha disegala penjuru dunia melakukan transaksi dalam beberapa detik.

FT Tekom didirikan pada tahun 1884, dengan nama Post-en Telegraaf dienst

dan pada tahun 1906, diambil alih oleh pemeiintah Hindia Belanda menjadi nama Post,

Telegraafen Telefondienst atau disebut juga dengan PTT-Dienst. Baru pada tahun

1965 melalui peraturan pemeiintah No. 29 dan No. 30 tahun 1965, PTT-Dienst diba^

menjadi dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Negara Post dan Giro

(PN Post dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi)

Bentuk inipun dikembangkan menjadi perusahaan umum (Perum) telekomunikasi pada

tahrm 1974. Struktur oiganisasi PT Telkom bersifat fungsional, yaitu struktur

oiganisasi dimana kekuasaan dilimpahkan melalui para ahli dalam suatu fungsi tertentu

sesuai bidangnya.
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Jasa telekomunikasi sebagai kegjiatan jasa yang meliputi jasa pemancaran

pegiiiman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan infonnasi dalam bentuk

apapun yang disediakan oleh penyelei^ara iintuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menyadan pesatnya peikembangan dunia usaha dan teknologi telekomunikasi

lAI menerbidcan PSAK No. 35 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Tujuan utama

diterbilkannya PSAK No. 35 tersebut adalah untuk: menyeragamkan pedakuan

akuntansi perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia, mengatasi kelemahan atau

kekurangan standar akuntansi keuangan umum yang behim diterapkan oleh perusahaan

jasa telekomunikasi, dan mengakomodasi perkembangan teknologi dan kegiatan usaha

jasa telkomunikasi, sehingga kegiatan akuntansi tidak tertinggal. Sebagai upaya

pelaksanaan PSAK No. 35 dikeluarkanlah Keputusan Direktur Keuangan

PT Telkom No. 6/KU-710/KUG-33/95 menggantikan pedoman akuntansi keuangan

No. KD 3483/KUOO/KUG-20/89 dan Keputusan IHreksi lainnya.

Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 mengelompokkan

pendapatan jasa telekomunikasi menjadi tiga jenis pengakuan pendapatan yaitu

pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, pengakuan

pendapatan jasa telekomunikasi interkoneksi dan pengakuan pendapatan jasa

telekomunikasi yang dilaksanakan melalui keijasama dengan investor. Pengelompokkan

jenis jasa tersebut didasarkan atas aktivitas atau sumber pendapatannya, bukan

berdasaikan jenis pelayanan yang disediakan PT Telkom.
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Dengan adaiQ^a ketentuan bagi perusahaan jasa telekomunikasi dalam

pengukuran pendapatan jasa komunikasi diharapkan tujiian kualitadf laporan keuangan

dapat tercapal Sebagai contoh yaitu tujuan kualitatif "daya banding".

PSAK No. 35 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk

mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan. Meskipun salah satu dari konsep

dasar akuntansi adalah kewajiban perusahaan untuk mencatat setiap transaksi atas dasar

akrual, namun tidak semuanya harus mengacu pada asumsi dasar tersebut Tetapi harus

disesuaikan terhadap hakekat transaksi dan realitas kejadiannya. Seperti untuk

pengakuan pend<q)atan pada telepon umum koin dan kartu. Untuk telepon umum kartu

penjualan kartu telepon sudah diakui sebelum jasa dibeiikan kepada pelanggan.

Dalam penjualan kartu telepon, pelanggan tidak bisa mengklaim nilai pulsa

yang masih dtmilildnya kepada perusahaan. Disamping itu, pelanggan dapat

menggunakan kartu yang dtmHiki kapanpun dan dimanapun di tempat telepon kartu di

seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya dalam hal pengakuan pend^atan jasa telpon

umum dengan koin, tidak dapat mengestimasi manfaat ekonomi yang akan mengalir ke

dalam perusahaan. Oleh sebab itu, pendapatan telepon umum koin hanya dilakukan

pada saat kom diambil.

Adanya inteikoneksi menyebabkan timbulnya masalah akuntansi terutama

dalam penentuan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasilkan bersama

oleh beberapa penyelenggara yang meliputi kapan pendapatan harus dicatat atau diakui

dimana letak titik intikoneksi yang menjadi dasar penentuan hak dim kewajiban masmg-

masing pihak penyelenggara, serta apa dasar pengukuran pendapatan dan perlakuan
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akuntansi atas pendapatan intikondcsi. Pengakuan pendapatan interkoneksi diakui atas

dasar tarif inteikoneksL

Pendapatan kegasama berasal dari p^yediaan sarana dan pengoperasian

diakui pada saat informasi diperoleh sebesar yang menjadi hak perusahaan sesuat

dengan peganjian kontraktuainya.

Pendapatan yang diperoleh dari kegjatan pengelolaan telekomunikasi, seperti

yang di^poikan dalam peihitungan laba rugi sebelum dan sesudah diteibilkannya

PSAK No. 35 dikeIonq)okkan menjadi pendapatan telepon, telepon selular, telex dan

telegram, sirkit sewa.

1. Telepon

Sebelum diterapkani^a ketentuan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur

Keuangan PT Telkom No. KR.^Ku-710/KUG-33/95 peneiimaan pembayaran

untuk pasang baru dan mutasi dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

setelah diteibitkannya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan tersebut, pendapatan

pasang baru dan mutasi diakui pada saat terminal dipelanggan siap untuk

digunakan. namun pada praktiknya, dengan alasan kepraktisan pencatatan,

pendapatn diakui pada saat menerima pemb^Qraran pasang baru dan mutasi baik

sebagjan maupun selunihnya.

Akhir-akhir ini pemb^aran atas pemasangan baru dapat dicicil. pencatatan yang

dilakukan perusahaan adalah atas transaksi ini yaitu dengan mencatat kas (debet)

sebesar uang muka yang diterima, piutang (debet) sebesar sisa angsuran dengan

perkiraan lawan pendapatan telepon (kredit). Dengan demikian, dapat disimpulkan
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bahwa dengan kebijakan akuntansi lama PT TeDcom menganut pengakuan

pend^patan berdasaikan pendekatan aset (asset approach). Sedangkan setelah

diterapkaniQra PSAK No. 35 menggunakan pendekatan pen^iasilan

(revenue approach). Tetapi karena alasan keprakdsan revenue approach diubah

kembali menjadi asset approach.

pendapatan pemakaian telepon untuk perumahan, industri, dan Iain-lain sebelum

adanya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom

No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 diakiii pada saat pembayaran diterima. Setelah

dibedakukaniQra PSAK No. 35 dan Surat Keputusan teisebut, pendapatan atas

pemakaian telepon diakui sebesar realisasi pemakaian sebenamya selama bulan

teqadinya pemakaian.

Dalam pedoman akuntansi keuangan yang baru, PT Telkom membagi pendapatan

atas po-cakapan outgoing/incoming yang melibatkan interkoneksi jaringan dengan

penyelenggara lain didasarkan atas metode pengakuan pendapatan berdasarkan

tarif interkoneksi. Pedoman akuntansi keuangan yang lama juga menetapkan

kebijakan yang sejenis, hanya saja perkiraanya yang berbeda yaitu perkiraan

"kompensasi." Untuk pendapatan telepon yang berasal dari keijasama dibidang

penyelenggara telekomunikasi disebut pendapatan dengan sistem Pola Bagj Hasil.

Pendapatan telepon yang d^oleh daii aktiva kegasama Pola Bag! Hasil diakui

secara teipisah dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva milik pousahaan.

Jumlah pendapatan yang diakui adalah sebesar hak perusahaan, sedangkan hak

mitra usaha diakui sebagai kewajiban kq)ada mitra usaha
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2. Telepon Selular

Pendapatan telepon selular juga terdiii dua sub pendapatan seperti pendapatan

telqion yaitu pendapatan pasang bam dan mutasi dan pendapatan pemakaian

(percakapan) telepon. Pada dasamya perlakuan pengakuan akuntansi untuk

pendapatan telepon selular sama dengan pengakuan pendapatan untuk telepon.

3. Telex dan Telegram

Sebelum diteibitkannya PSAK No. 35 pendapatan telex dan telegram diakui pada

saat dheiimanya kas. Setelah diterbitkannya PSAK No. 35 pengakuan

pendapatannya tidak mengalami pembahan pengakuan pendapatan hanya dulu

d^ahkan sekarang digabungkan.

4. Sirldt Sewa

Sebelum diteibitkannya PSAK No. 35 penerimaan kas atas pasang bam dan

mutasi dicatat sebagai pendapatan yang ditan^uhkan. Setelah diteibidcannya

PSAK No. 35 pendapatan pasang bam dan mutasi siikit sewa diakm sebagai

pendapatan tahun beijalan pada saat siridt dinyatakan siap digunakan.

Dampak pembahan yang gignifikan dari pener^an PSAK No. 35 dan Surat

Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 terhadap

penyajian laporan keuangan Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
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a. Sebelum tahun 1995 bentuk penyajian laporan keiiangan PT Telkom khususnya

uiutan pos-pos neraca disusun mulai daii aktiva yang mempunyai umur ekononiis

yang teipanjaiig (paling tidak Hkuid) kemudian meiQrusul penguraian aktiva lancar

(paling likuid), sejak tahun 1995 penyajian neiaca tersebut diubah bentuk

penyajiannya menjadi susunan neraca sebagaimana diwajibkan Standar Akuntansi

Keuangan yaitu aktiva lancar teilebih dahulu bam kemudian aktiva tetap.

b. Pendapatan jasa telekomunOcasi dikelompokkan menjadi t^ jenis jasa yaitu jasa

telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, jasa telekomunikasi interkoneksi, dan

jasa telekomunikasi keijasama dengan investor. Namun jasa telekomunikasi yang

dihasilkan dari ketiga jenis jasa tersebut adalah sama yaitu jasa telepon, telepon

sehilar, telex dan telegram, dan siikit sewa. Dengan demikian tata cara pengakuan

pendapatan untuk jenis jasa tersebut antara pedoman akuntansi yang lama dan

PSAK No. 35 tidak banyak mengalami pembahan yang mendasar atau tidak

beipengaruh terhadap laba yang ditahan tahim-tahun sebelumnya (lihat 4.2).

c. Pengaruh penerapan PSAK No. 35 dan Suzat Keputusan Direktur Keuangan PT

Telkom No. KR.6/ KU-710/ KUG-33/95 terhadap penyajian pos laba rugi antara

lain terdapat beberapa pos pendapatan tambahan sehubungan dengan

perkembangan pelayanan jasa telekomunikasi seperti pendapatan yaiig berasal dari

interkoneksi dan kegasama dengan investor.
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BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Simpulan yang d^at penulis kemukakan dari hasil uraian dan

pembahasan pada bab-bab tordahulu adalah sebagai berikut:

1. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang

bennanfaat bagj pengambilan keputusan ekonomi.

2. Agar tujuan laporan keuangan tercapai, laporan keuangan yang disajikan

hams memenuhi empat karakteiistik kualitatif sebagai berikut (1) dapat

dipahami (2) relevan (3) keandalan (4) drqjat dibandingkan.

3. Jasa telekomunikasi mempakan ke^tan jasa yang meliputi jasa pemancaran

pengkiman atau penerimaan ti^ jenis tanda, gambar, suara dan informasi

dalam bentuk apapun yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.

4. Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 35 adalah standar

akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh lAI untuk perusahaan industri

telekomunikasi PSAK No. 35 teisebut mengatur pengakuan pend^tan dan

aktiva tetap kegasama dalam industri telekomunikari.

5. PSAK No. 35 mulai diterapkan dalam tahun buku yang dimulai pada tanggal

1 Januari 1995. Sebelum itu perusahaan telekomunikasi di Indonesia tidak
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mempunyai standar akuntansi secara khusus dalam hal pengakuan

pendapatan dan pencatatan aktiva tetap kerjasama.

6. Jenis jasa yang dihasilkan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung adalah jasa

telepon, telepon sehdar, telex dan telegram dan soldt sewa.

7. Karakteristik pelaksanaan pemberian jasa telekomunikasi menimbulkan dua

jenis dasar pengakuan pendapatan yaitu pendapatan atas pemakaian fasilitas

yang didasarkan pada tarif dan satuan ukur pemakaian seperti pulsa, menit,

kata dan satuan ukur lainiQ^a untuk jasa telepon telex dan telegram dan

pendapatan jasa sehubungan dengan pen^unaan sarana telekomunikasi

seperti jasa sirkit dan telepon selular. Kecuali untuk sarana telepon koin dan

telepon kartu, pendapatan atas pemakaian fasilitas yang didasarkan pada taiif

dan satuan ukuran pemakaian laiimya diakui sebesar pemakain sebenamya

selama peiiode beijalaiL Sedangkan pendapatan jasa sehubuitgan dengan

penggunaan sarana telekomunikasi diakui sebesar jumlah penggunaan sarana

tersebut selama peiiode begalan tanpa memperfiatikan tingkat frekuensi

pemakaian oleh pelanggan.

8. Pengelompokkan pengakuan pendapatan dibagi menjadi tiga yaitu

pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri,

pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi inteikoneksi dan pengakuan

pendapatan jasa telekomunikasi yai^ dilaksanakan melahii kegasama dengan

investor sq>ei1i yang diatur dalam PSAK No. 35 yang bertujuan agar

laporan keuangan perusahaan telekomunikasi memisahkan infonnasi
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mengenai ketiga kegjatan tersebut Tetapi pada praktiknya dalam laporan

keuangan perusahaan telekomunikasi tdak memisahkan infonnasi mengenai

ketiga jenis pengakuan pendapatan tersebut dikarenakan jasa yang dfliasilkan

daii ketiga ke^tan tersebut adalah sama.

9. Pengakuan pendapatan pasang bam dan mutasi dalam PSAK No. 35 diakui

pada saat terminal dipelanggan siap untuk digunakan. Tetapi pada praktiknya

pengakuan pendapatan pasang bam dan mutasi untuk mempermudah

pencatatan, dicatat sebagai pendj^atan yang ditangguhkan pada saat

pembayaran diterima diakui pada saat pemb^aran diterima.

10. Dalam rait^ melaksanakan PSAK No.BS PT Telkom mengetuarkan

pedoman akuntansi yang bam menggantikan pedoman akuntansi yang telah

ada. Dan^)ak dari pnerapan PSAK No. 35 terhadap penyajian laporan

keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berScut:

a. Penyajian pos-pos neraca yang semula aktiva dan pastva diubah dengan

umtan yang dimulai dari aset yang paling lancar ke aset yang paling

tidak lancar. Praktik tersebut adalah praktik yang sudah berlaku umum

di dunia akuntansi di hidonesia. Sehingga mudah dibandingkan dengan

laporan keuangan dari perusahaan sejenis.

b. Pendapatan pasang bam dan mutasi diakui pada saat terminal

dipelanggan siap digunakan (asset 2q>proach) sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku umum. Sebelum PSAK No. 35 terbit

pengakuan pendapatan pasang bam dan mutasi ditangguhkan.

Namun pada praktiknya untuk mempermudah pencatatan, pendapatan

diakiri pada saat pembayaran diterima.
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11. Dampak perubahan dari penerapan PSAK No.3S dan Suiat Keputusan

Direktur Keuangan FT Telkom No. KR,6/KU-710/KUG-33/95 teiliadap

penyajian laporan keuangan FT Telkom Kandatel Bandar Lampung hanya

te^adi pada reklasifikasi rekening saja.

6.2. Saran

3. lAI dan FT Telkom hendaknya meninjau kembali isi PSAK No. 35,

khususnya mengenai pengakuan pendapatan pasang baru dan mutasi, karena

dengan alasan keprakdsan pada prakdknya PT Telkom Kandatel Bandar

Lampung mencatat pengakuan pendapatan pasang baru dan mutasi atas

dasar asset cq>proach dan hal ini menunjuldcan bahwa ketentuan dalam

PSAK No. 35 tidak praktis diterapkan dilapangan.
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Lampiran 1

KANDATEL BANDAR LAMPUNG

NERACA

Per 31 Desember 1994

NO. URAIAN 31 DESEMBER 1994

AKTIVA

L AKTIVATETAP:

1. Tanah Rp. 783.455.052

2. Gedung dan bangunan Rp. 5.795.287.321

3. Instalasi senCral telepon Rp. 21.446.136.097

4. Instalasi telegrap, sen telex dan komunikasi data Rp. 707261.644

5. Instalasi stasiun trans terrestri Rp. 16.595.602.747

6. Instalasi stasiun trans satelit Rp. 4.924.893.321

7. Instalasi jaiingan kabel Rp. 12.637.485.441

S. Instalasi satu daya Rp. 7.401.079.33O

9. Alat pengolah data Rp. 554.219.832

10. Instalasi di pelanggan, Dinas, dan telepon umum Rp. 8.207.687.373

11. Kendaraan bermotor Rp. 182.237.162

12. Investasi kantor Rp. 1.640.810.935

13. Aktiva tetap dalam petjalanan Rp. 0

jumlah aktiva tetap (perolehan) Rp. 80.876.156.264

14. Akunta^ penyusutan aktiva tetap Rp. f39.835.789.955)

Jumlah aktiva tetap (bersih) Rp. 41.040.366.309

13 Aktiva dalam konstitusi (ADK) Rp. 96.064.897

Jumlah aktiva tetap Rp. 41.136.431.206

n. AKTIVA LANCAR

16. Kas dan bank Rp. 239.653.214

17. Investasi jangka pendek Rp. 0

18. Piutang usaha Rp. 2.600.234.943

19. Plutang non usaha Rp. 3.033.160

20. Panjar dan uang muka Rp. 546.451.538

21. Persedian barang Rp. 1.199.152.997

22. Pajak dibayar dimuka Rp. 0

23. Biaya di bayar dimuka dan pendapatan YMK Rp. 28.958.891

24. Perkiraan antar kantor Rp. 0

Jumlah aktiva lancar Rp. 4.559.566.961

UI AKTIVA LAINNYA!

25 Beban yang ditangguhkan Rp. 669.606.996

Jumlah aktiva lainnya Rp. 669.606.996

Jumlah aktiva Rp. 46.865.605.163



NO. URAIAN 31DESEMBER1994

PASSIVA

IV Modal, ffdangan, dan saldo laba yang belum diba^kan
!. Modal Rp. 20.271.807.695

2. Cadangan Rp. 0

3. Saldo laba/iu9 Rp. 0

Jumlah, modal, cadangan, dan saldo laba-nigi Rp. 20.271.807.695

V. HUTANG LANCAR

4. Hutang usaba Rp. 553.866.249

5. Kewajiban kepada negaia Rp. 123J23.438

6. Biaya yang masih haius dibi^ dan pendapatan YDD Rp. 114.952.018

7. Hutang lancar lainiQm Rp. 95.902J05

Jumlah hutang lancar Rp. 888.044.010

VL PASSIVA LAINNYA

8. Hutang koperensi kiedit pemakai Rp. 138.138J12

9. Pendapatan yang ditangguhkan Rp. 2.447.550.000

10. pendapatan LN FT. INDOSAT Rp. 74.419.686

Jumlah passiva lainnya
Jumlah passiva

Rp. 2.660.107.998

Rp. 46.865.605.163



KANDATEL BANDAR LAMPUNG

PERHITUNGAN LABA RUGI

Periode Yang Berakhir 31 Desember 1994

NO. URAIAN 31 DESEMBER 1994

I PENDAPATAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Telepon Rp. 37.400.974.101

2. Peadapatan Telex Rp. 676.622.800

3. Pendapatan Telegram Rp. 198.965.835

4. Pendapatan Siridt sewa Rp. 185.000

5. Pendapatan Komunikasi radio Rp. 0

6. Pendapatan SKOP Rp. 0

7. Pend^atan Sewa SBK Rp. 0

8. Pend4>atan STKB*C Rp. 131.747.039

9. Pendapatan Kompensasi Rp. 570.069.383

10. Pendapatan Operas! lainnya Rp. 70.587.787

Jumlah pendapatan operasional Rp. 39.049.151.945

n BIAYA OPERASIONAL

11. pemeliharaan dan perbaikan Rp. 1.020.034.538

12. Biaya utiwnn adnunistrasi Rp. 8J40J73.136

13. Bi^ per^rusutanjdan amoitisasi Rp. 6m449.855

14. Biaya penyisihan Rp. 93.214.152

jumlah biaya operasional Rp. 15.722.071.681

m LABA/RUGI OPERASIONAL Rp. 23.327.080.264

IV PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL

15. Pend^tan non opera^onal Rp. 348.626.066

16. Biaya non operasional Rp. (3J92.583)

V LABA (RUGD NON OPERASIONAL Rp. 345.233.483



KANDATEL BANDAR LAMPUNG

NERACA

Per 31 Desember 1995

Lainpiran2

NO. URAIAN 31 DESEMBER 1995

I.

1.

2.

n

1.

AKnVA

Akdva laacar

a.Ka3danbaak

b. Piutang usaha (bersih)
c. Piutang non us^ (bersih)
jd.-Panjaulan.uang muka t '
e. Persedian suku cadang (bersih)
t Aktiva lancar lainnya
Jumlah akttva lancar

Aktivatetap
a.Tanah

b.Gedung
c. Instalasi tels^omunikasi
d. Peran^cat penunjang
e. Aktiva tetap kerjasama
f. Akumulasi penyusutan
j. Aktiva dalam tonstruksi
Jumlah aktiva tetap

Aktiva lainnya

Jumlah aktiva

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka pendek
a.Pengadaan
b. Interkoneksi
c.Kegasama
(LKepadapegawai
e. Pajak
£ Hakpeigrelenggara
g. Jani^panjang yajt
h. Biaya yang masih hams dibayar
I. Danapensiun
j.Dividen
k. Jangka pendek lainnya
1. Jangka pendek dalam PE
Jumlah kewaiiban jangka pendek

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
RE^
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
I^.
Rp.

Rp.
Rp.

69.948.958

7.674.424.958

13.999.810

■ 331.350.020

340382.951

8.430.106.697

914.174.768

9.609361.755

109.554315.095
9333.172.222

0

42.767.866.606

186382376

86.729.639.810

524.055.671

95.683.802.178

4323366.166

0

436.845329

539.183.601

406.325.112

0

0

194.157.732

0

0

0

0

6.099.877.940



KANDATEL BANDAR LAMPUNG

PERHITUNGAN LAB A RUGI

Periode Yang Berakhir 31 Desember 1995

NO. URAIAN 31 DESEMBER 1995

I

1.

2.

3.

4.

5.

n.

1.

2.

3.

4.

HL

IV.

V.

VL

vn.

vm.

IX.

X.

PENDAPATAN USAHA

Telepon.
Telepoaseluler
Telex dan telegrap
Stridtdanlangganan
Jasanilaitambah

Rp
Rp
Rp
Rp

SS.462.540.643

523.752.571

779.107.006

4.950.000

3.471.250

Jumlah pendapatan usaha R£ 56.773.821.470

RERAN USAHA

operas! dan petneliharaan
Pei^usutan, Amortasi dan pei^ihan
Pemasaran

Umum dan administiasi

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

3.881.755.621

10J53.138.266

4.293.117.262

3.115.306.523

Jumlah beban usaha 21.843.317.672

LARA RUGI USAHA 34.930.503.798

Pend^atan non usaha
Beban non usaha

Rp.
Rp.

688.844.284

(393.243.648)

LARA RUGI NON USAHA Rp. 295.600.636

LARA RUGI SERELUM POS LUAR RIASA

LARA RUGI LUAR RIASA Rp.

LARA RUGI SERELUM PAJAK

SALDO LABATAHUNLALU

KOREKSI LARA TAHUN LALU

Rp.

Rp.

0

0

0

fiAinoT AHA ACTTO periode Rp.



NO. URAIAN 31 DESEMBER1995

2. Kewajiban jangka panjang:
a. Pcnerusan pinjaman dari pemerintah Rp. 0

b. Janglca panjang langsung direct barrowin Rp. 0

c. Pengad^ installmen Rp. 0

d. Pengadaan leasing Rp. 0

e. Obligasi Rp. 0

C Keijasama kompensasi Rp. 0

g. Jao^ panjang dalam pegalan Rp. 0

3. Kewajiban lainnya:
a.Titipan Rp. 61.698.419

b. Pendapatan yang ditangguhkan Rp. 0

c. Pendapatan di terima di muka Rp. 0

d. Petidapatan peiQ'elenggara lain Rp. 526.126.360

e. Uangjaminan Rp. 0

f. Jangka panians lainnyadalam peiialanan Rp. 0

Jumlah kewajiban lainnva Rp. 587.824.779

m. EKUITAS

a. Modal sabam Rp. 0

b. Tambahaa modal Rp. 0

c. Modal revaluasi aktiva tetap Rp. 0

d. Modal donasl laba s/d bulan ini Rp. 0

e. C-aHanoan Rp. 0

f. Laba dicahan Rp. 0

e. Rek koran kantor perusahaan Rp. 52.739.235.979

Jumlah ekuitas Rp. 52.739.235.979

Jumlah passiva Rp. 95.683.802.178
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